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ABSTRAK

Hambali ditangkap di Thailand 12 Agustus 2003 di apartemen Kota
Ayuthaya, Thailand oleh otoritas keamanan Thailand, sekitar 75 km dari
Bangkok. Oleh Pemerintah Thailand Hambali diekstradisi ke Amerika Serikat.
Pada tahun 2008, Indonesia secara resmi meminta akses agar Hambali dapat
diadili di Indonesia karena dia adalah warga negara Indonesia dan terlibat
beberapa kasus di Indonesia. Tapi Amerika Serikat menolak menyerahkannya,
karena Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak terikat perjanjian
ekstradisi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan
yuridiksi Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali dan apakah
yang menjadi hambatan dan solusi atau upaya hukum pemerintah Indonesia dalam
mengadili pelaku terorisme Hambali.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif
atau kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya penulis
mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang yurisdiksi negara Amerika
Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali. Dari hasil penelitian yang
penulis lakukan diketahui bahwa Kewenangan yuridiksi Amerika Serikat dalam
mengadili pelaku terorisme Hambali karena adanya perjanjian antara Thailand
dengan Amerika Serikat tahun 1922. Perjanjian ekstradisi tersebut menjadi alasan
yuridis bagi Amerika Serikat untuk meminta Hambali diekstradisi dengan tujuan
untuk mengadili atau melaksanakan hukuman dinegaranya. Dengan demikian,
kemudahan Amerika Serikat meminta penyerahan Hambali kepada negara
Thailand karena adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara tersebut.
Hambatan Pemerintah Indonesia dalam mengadili pelaku terorisme Hambali
karena Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak terikat perjanjian
ekstradisi. Solusi atau upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam mengadili
pelaku terorisme Hambali dapat dilakukan cara melakukan perjanjian kerja sama
hukum dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters),
handing over, deportasi, dan interpol sehingga Indonesia dapat memiliki
yurisdiksi untuk mengadili Hambali dan memaksimalkan kemampuan
diplomasinya terhadap negara Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Indonesia
tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat.

Kata Kunci: Yurisdiksi, Terorisme, Hambali.
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ABSTRACT

Hambali was arrested in Thailand on 12 August 2003 at the apartment in
Ayuthaya City, Thailand by the Thai security authority, about 75 km from
Bangkok. By the Hambali Thai Government extradited to United States of
America. In 2008, Indonesia formally requested access so that Hambali could be
tried in Indonesia because he was an Indonesian citizen and was involved in
several cases in Indonesia. But the United States refused to hand it over, because
the Government of Indonesia and the United States were not bound by an
extradition treaty.

The formulation of the problem in this study is how the authority
of US jurisdiction in prosecuting Hambal terrorists and whether it is an obstacle
and solution or legal effort of the Indonesian governmentin prosecuting Hambali
terrorists.

The research method used in this study is normative or library. While the
nature of this research is descriptive, meaning that the author tries to give a
description of the jurisdiction of the United States in prosecuting perpetrators
of terrorist Hambali.

The results of the study by the aouthor are know that the authority
of the United States jurusdiction in prosecuting Hambali terorist due to
an agreement betwen Thailand and United States in 1922. The
extradidition treaty is a juridical reason for the United States to ask
Hambali to be exstradited with the aim of prosecuting or carrying out his
sentence Thus, the ease of the United States of America requested the submission
of Hambali to the country of Thailand because of the extradition agreement
between the two countries. The Indonesian Government's obstaclesin trying
Hambali terrorists because the Government of Indonesia and the United States
are not bound by an extradition treaty . The solution or legal efforts of the
Indonesian Government in prosecuting Hambali terrorists can be done by
conducting mutual legal assistance in criminal matters, handing
over, deportation, and interpol so that Indonesia can have jurisdiction to try
Hambali and maximizing its diplomatic capability towards the United States of
America. This is because Indonesia does not have an extradition treaty with the
United States.

Keywords: Jurisdiction, Terrorism, Hambali
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Terorisme adalah kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial, karena

tindakan terorisme memiliki akibat terhadap banyak negara. Terorisme

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme adalah:1

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap
orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal,
dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta
benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap
obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas
publik atau fasilitas internasional”.

Berikuti inii beberapai pengertiani terorismei menuruti parai ahli,i antarai laini

adalah:2

a. Walteri Laqueur,i terorismei adalahi penggunaani kekuatani secarai tidaki

sahi untuki mencapaii tujuan-tujuani politik.i Targeti terorismei adalahi

masyarakati sipili yangi tidaki bersalahi dani berdosa.i Unsuri utamai

terorismei adalahi penggunaani kekerasan.

b. Jamesi H.i Wolfei menjelaskani beberapai karakteristiki yangi bisai

dikategorikani sebagaii terorisme,i yaitui tindakani terorismei tidaki

selamanyai harusi bermotifi politisi kemudiani sasarani terorismei dapati

1 Pasali 6i Undang-Undangi No.15i Tahuni 2003i tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai

Terorisme
2Mahrusi Ali.i Hukumi Pidanai Terorismei Teorii dani Praktik,i Gramatai Publishing,i Jakarta,i
2012,i hlmi 42.
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berupai sipili (masyarakati dani fasilitasi umum)i maupuni nonsipili

(pejabati dani petugasi negara,i fasilitasi negara),i aksii terorismei

ditujukani untuki mengintimidasii dani memengaruhii kebijakani

pemerintahan,i sertai aksii terorismei dilakukani melaluii

tindakantindakani yangi tidaki menghormatii hukumi dani etikai

internasional.

c. C.i Manullang,i terorismei adalahi suatui carai untuki merebuti kekuasaani

darii kelompoki lain,i dipicui olehi banyaki hali sepertii pertentangani

agama,i ideologii dani etnis,i kesenjangani ekonomi,i sertai terhambatnyai

komunikasii masyarakati dengani pemerintah,i ataui karenai adanyai

pahami separatismei dani ideologii fanatisme.

Setiapi negarai dii duniai inii memilikii tatanani hukumi untuki memeliharai

dani mempertahankan,i ketertiban,i dani ketentramani bagii setiapi warganyai ataui

orangi yangi beradai dii wilayahnya.i Hali inii benar-benari menjadii suatui

kontradiksii dalami permasalahani ekstradisi.i Padai satui pihaki hak-haki asasii

manusiai darii sii pelakui kejahatani harusi tetapi dihormatii dani dilindungi,i

sedangkani padai laini pihaki rasai keadilani masyarakati justrui lambati terpulihkan.i

Sedangkani perkembangani darii berbagaii bentuki dani jenisi kejahatani justrui

semakini banyaki dani semakini canggih,i bahkani dengani korban-korbannyai yangi

banyak.i Dalami hali inii justrui dibutuhkani kecepatani untuki menangkapi dani

mengadilii sertai menghukumi sii pelakui kejahatannya,i demii terpulihkannyai rasai

keadilani masyarakat.i Pelanggari harusi mempertangungjawabkani perbuatannyai
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atasi kejahatani yangi telahi dilakukani dii depani pengadilani dani apabilai terbuktii

bersalahi diai akani dijatuhii hukumi yangi setimpali dengani kesalahannya.

Akani tetapii tidaki semuai orangi akani relai mempertanggungjawabkani

perbutannya.i Diai akani berusahai menghindarkani dirii darii tuntutani dani ancamani

hukumani dengani melakukani segalai macami cara.i Salahi satui carai yangi cukupi

efektifi untuki menyelamatkani dirii adalahi dengani melarikani dirii kei wilayahi

negarai lain.3

Salahi satui bentuki khususi dalami perjanjian-perjanjiani Internasionali antari

negarai adalahi ekstradisi,i terutamai terhadapi seorangi wargai negarai yangi

merupakani pelakui tindaki pidana.i Sebuahi negarai yangi menjadii negarai asali ataui

kepentingannyai dirugikani olehi perbuatani pidanai yangi dilakukani wargai negarai

tersebuti berhaki memintai ekstradisii ataui penyerahani wargai negarai tersebuti

untuki diadilii sesuaii dengani hukumi nasionalnya,i tentunyai jikai negarai tersebuti

(negarai peminta)i mempunyaii perjanjiani ekstradisii dengani negarai yangi diminta.i

Ekstradisii sendirii sudahi memainkani perani yangi cukupi signifikani dii

dalami penyelesaiani kasus-kasusi kejahatani internasional.i Hali inii terbuktii darii

bentuk-bentuki hukumi yangi mengaturnya,i baiki perjanjian-perjanjiani

Internasionali bilateral,i maupuni multilaterali regional,i maupuni bentuki perturani

perundang-undangani nasionali negara-negara.i Bahkani padai tanggali 14i

Desemberi 1990,i Majelisi Umumi Perserikatani Bangsa-Bangsai (PBB)i telahi

mengeluarkani Resolusii Nomori 45/i 116i tentangi modeli Treaty4Oni Extradition,i

3Mochtari Kusumaatmajai &i Ettyi R.i Agus.i Pengantari Hukumi Internasional,i Alumni,i
Bandung,i 2002,i hlmi 103.
4Treatyi ataui perjanjiani Internasionali merupakani salahi satui sumberi hukumi Internasional.
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yangi walaupuni hanyai berupai modeli hukumi saja,i jadii belumi merupakani hukumi

internasionali positif,i tetapii dijadikani sebagaii modeli olehi negara-negarai dalami

membuati perjanjiani tentangi ekstradisi.i Kinii hampiri semuai negarai dii belahani

bumii inii sudahi mengenali lembagai hukumi yangi bernamai ekstradisii ini.5

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi,

dinyatakan bahwa: “ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara

yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena

melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di

dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena

berwenang untuk mengadili dan memidananya.6

Dari defenisi tersebut dapatlahi dikemukakani beberapai unsuri pentingi

yangi harusi dipenuhii agari dapati disebuti ekstradisi,i yaitu:

1. Ekstradisii adalahi merupakani penyerahani orangi yangi dimintai yangi

dilakukani secarai formal,i jadii harusi melaluii carai ataui proseduri

tertentu.

2. Ekstradisii hanyai dapati dilakukani apabilai didahuluii dengani

permintaani untuki menyerahkani darii negarai pemintai kepadai negarai

diminta.

3. Ekstradisii bisai dilakukani baiki berdasarkani perjanjiani ekstradisii yangi

sudahi adai sebelumnyai ataui bisai jugai berdasarkani azasi timbali baliki

5Ii Gedei Widhianai Suarda,i 2012,i Hukumi Pidanai Internasional-Suatui Pengantar,i Citrai Adityai

Bakti,i Bandung,i 2012,i hlmi 144
6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
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apabilai sebelumnyai tidaki adai perjanjiani ekstradisii antarai keduai

pihak.

4. Orang yang diminta bisa berstatus sebagai tersangka, tertuduh atau

terdakwa dan bisa juga sebagai terhukum.

5. Maksud dan tujuan ekstradisi adalah mengadili orang yang diminta

atau menjalani masa hukumannnya.

I Wayan Parthiana7 mengatakan,

ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik
berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau
berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang tertuduh (terdakwa)
atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang
dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri
atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi
untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut,
dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.

Menurut lampirani Undang-Undangi Republiki Indonesiai Nomori 1i Tahuni

1979i tentangi Ekstradisi,i daftari kejahatani yangi pelakunyai dapati diekstradisikani

salah satunya ialah tindak pidana terorisme. Dengan demikian sesuai dengan

prosedur hukum yang berlaku melalui perjanjian ekstradisi antara negara

Indonesia dengan negara lain yang telah dibentuk dan disepakati bersama, maka

kejahatan seperti terorisme pelakunya dapat dilakukan ekstradisi.

Adapuni maksudi dani tujuani darii ekstradisii adalahi untuki menjamini agari

pelakui kejahatani berati tidaki dapati menghindarkani dirii darii penuntutani ataui

pemidanaan,i karenai seringkalii suatui negarai yangi wilayahnyai dijadikani tempati

7 I Wayan Pharthiana. Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Alumni,
Bandung, 1993, hlm 16.



6

berlindungi olehi seorangi penjahati tidaki dapati menuntuti ataui menjatuhkani

pidanai kepadanyai disebabkani yurisdiksii atasi penjahati tersebut.8

Kerjasamai penegakani hukumi ekstradisii inii padai umumnyai lebihi banyaki

dipilihi olehi negara-negarai sebagaii salahi satui alternatifi untuki menanganii

kejahatani yangi bersifati lintasi batasi teritorial.i Kejahatani terorismei merupakani

salahi satui contohi kejahatani yangi bersifati lintasi batasi teritoriali karenai

tindakannyai memilikii dampaki terhadapi lebihi darii satui negarai dani saranai dani

prasaranai sertai metoda-metodai yangi dipergunakani melampuii batas-batasi

teritoriali suatui negara.i Kasusi Hambalii merupakani salahi satui contohi kasusi

kejahatani tertentui yangi bersifati lintasi batasi teritoriali karenai kejahatani yangi

dilakukani olehi Hambalii melibatkani lebihi darii duai negara,i yaitui Negarai

Amerikai Serikat,i Indonesia,i Filipina,i Malaysia,i Singapurai dani Thailandi karenai

aksii terornyai yangi mengancami negara-negarai tersebut.

Hambalii didugai kuati mempunyaii perani penting,i yaitui sebagaii

pendukungi finansial,i dalami peristiwa-peristiwai terorismei yangi terjadii

Indonesia,i antarai laini peledakani dii sejumlahi Kotai dii Indonesiai padai malami

Natali Tahuni 2000,i Bomi Kedubesi Filipinai 1i Agustusi 2000i dani Bomi Balii 2002.i

Selaini itu,i Hambalii jugai didugai sebagaii pihaki yangi menjembatanii kelompoki

terorisi Jemaahi Islamiyahi dengani jaringani Al-Qaedai yangi dituduhi Amerikai

Serikati sebagaii pihaki dii baliki serangani 11i Septemberi 2001i kei Amerikai Serikati

yangi menewaskani ribuani orang.i Iai ditangkapi dii Thailandi 12i Agustusi 2003i dii

8
i M.i Budiarto.i Ekstradisii dalami Hukumi Nasional,i Ghlmiai Indonesia,i Jakarta,i 1991,i hlmi 7.



7

apartemeni Kotai Ayuthaya,i Thailandi olehi otoritasi keamanani Thailand,i sekitari

75i kmi darii Bangkok.

Oleh Pemerintah Thailand Hambali diekstradisi ke Amerika Serikat. Latari

belakangi diekstradisinyai Hambalii kei Amerikai Serikati adalahi adanyai perjanjiani

antarai Thailandi dengani Amerikai Serikati tahuni 1922. Hambali kemudian dibawa

ke jaringan penjara rahasia CIA, di mana ia diinterogasi selama 3,5 tahun,

sebelum dikirim ke Penjara Teluk Guantanamo pada tanggal 4 September 2006.

Hambali yang dituduh teroris tersebut ditahan tanpa dakwaan.9

Pada tahun 2008, Indonesia secara resmi meminta akses agar Hambali

dapat diadili di Indonesia karena Hambali brkewarganegaraan Indonesia dan juga

beberapa kali melakukan tindakan terorisme di Indonesia. Tapi Amerika Serikat

menolak menyerahkannya. Selama hampir 1 dekade ditahan di Guantanamo,

perwakilan Indonesia hanya bisa menjenguknya sebanyak 1 kali.10

Setelah 14 tahun menahan Hambali, Pemerintah Amerika Serikat (AS)

mengatakan akan mendakwanya dengan tuduhan terorisme. Menurut Departemen

Pertahanan AS yang dikenal sebagai Pentagon, Hambali yang kini ditahan di

penjara militer AS di Teluk Guantanamo, telah diberitahu, bahwa kejaksaan

militer AS sedang mempersiapkan dakwaan terhadapnya untuk diadili di komisi

militer di pangkalan militer AS di Kuba. Berdasarkan berkas dakwaan Kejaksaan

militer AS, hambali didakwa sebagai dalang Bom Bali 2002 yang menewaskan

202 orang, termasuk 7 warga Amerika Serikat dan pemboman Hotel Marriott di

9http://krjogja.com/web/news/read/37138/Hambali_di_AS_Dituntut_Hukuman_Mati, diakses
tanggal 11 Oktober 2018
10https://newsmedia.co.id/merasa-berkepentingan-as-kembali-adili-hambali-terduga-teroris-asal-
indonesia/diakses tanggal 11 Oktober 2018
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Jakarta pada 2003 yang menewaskan 11 orang. Berkas dakwaan itu menyebutkan

nama-nama semua korban, termasuk 7 warga Amerika Serikat.11

Pemerintahi dani negarai Indonesiai berkewajibani untuki melindungii wargai

negaranyai termasuki yangi beradai dii luari negeri.i Hali inii jugai merupakani amanati

UUDi 1945.i Jikai Hambali,i yangi merupakani wargai negarai Indonesia,i dituduhi

sebagaii jaringani teroris,i Pemerintahi harusi segerai memintai klarifikasii dani aksesi

kepadai Amerikai Serikati tentangi penangkapani dani penahanani tersebut,i agari

pemerintahi mempunyaii aksesi untuki membelai warganyai dii luari negeri.i

Tindakani inii adalahi bentuki tanggungi jawabi pemerintahi dani negarai terhadapi

konstitusii yangi mengamanatkani perlindungani bagii setiapi wargai negara.12

Ditangkapnya Hambali di Thailand dan di ekstradisi ke Amerika Serikat,

maka Pemerintah Indonesia harus mengajukan permintaan ekstradisi Hambali

kepada Amerika Serikat, karena permintaan ekstradisi harus ditujukan kepada

negara di mana seseorang tersangka berada, terlepas dari proses bagaimana orang

yang bersangkutan sampai di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat.

Jikai melihati kondisii obyektif,i tidaki mudahi bagii Pemerintahi Amerikai

Serikati untuki mengekstradisii Hambalii kei Indonesia,i karenai Pemerintahi

Indonesiai dani Amerikai Serikati tidaki terikati perjanjiani ekstradisi.i Meskii dalami

Pasali 1i Ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1979i tentangi Ekstradisi,i

perjanjiani ekstradisii dikecualikani atasi dasari asasi hubungani timbali baliki

(resiprositas),i tapi,i dalami konteksi hubungani internasionali khususnyai hubungani

11 https://sketsanews.com/as-berencana-adili-hambali-dengan-dakwaan-terorisme/ diakses tanggal
11 Oktober 2018
12 Yulia Fitriliani, Jurisdiksi Negara Dalam Kejahatan Terorisme,  Jurnal Hukum, Vol. 4. No.1,
tahun 2012, hlm 221.
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bilateral,i suatui negarai tidaki dapati memaksakani negarai laini untuki tunduki dani

patuhi kepadai hukumi negarai lain.i Pemerintahi Indonesiai jugai tidaki dapati begitui

sajai memberii "saran"i agari prosesi peradilani Hambalii dii Amerikai Serikati

dilakukani secarai transparani karenai dapati dianggapi mencampurii (intervensi)i

mekanismei peradilani pidanai dii Amerikai Serikat.

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan mengangkat judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Yurisdiksi Negara

Amerika Serikat Dalam Mengadili Pelaku Terorisme (Studi Kasus Terhadap

Hambali Tahun 2017)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan yuridiksi Amerika Serikat dalam mengadili pelaku

terorisme Hambali ?

2. Apakah yang menjadi hambatan dan solusi atau upaya hukum pemerintah

Indonesia dalam mengadili pelaku terorisme Hambali ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan

tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan yuridiksi Amerika Serikat dalam mengadili

pelaku terorisme Hambali.
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2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi atau upaya hukum pemerintah

Indonesia dalam mengadili pelaku terorisme Hambali.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang

hukum internasional, khususnya tentang yurisdiksi negara Amerika Serikat

dalam mengadili narapidana terorisme.

2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian

ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan

mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan

penelitian pada bidang yang sama.

3. Harapan lain adalah memberikan gambaran yang lebih rinci tentang yurisdiksi

negara Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali.

4. Untuki melengkapii persyaratani gunai mendapatkani gelari sarjanai hukumi dii

Universitasi Islami Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Perjanjian Internasional ialah “kata sepakat antara dua atau lebih subjek

hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud

untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang

diatur oleh hukum Internasional”13. Perjanjian internasional berdasarkan Pasal 1

13 I Wayan Parthiana, OP Cit, hlm 12



11

huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional

adalah perjanjian dalam bentuk, dan nama tertentu yang diatur dalam hukum

internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di

bidang hukum publik.

Perjanjiani internasionali yangi dibuati antari negarai diaturi dalami Viennai

Conventioni oni thei Lawi ofi Treatiesi 1969i (Konvensii Winai 1969).i Konvensii inii

berlakui padai 27i Januarii 1980.i Konvensii inii memuati seperangkati peraturani

komprehensifi mengenaii pembentukan,i penafsirani dani pengakhirani perjanjian.14
i

Sebelumi adanyai Konvensii Winai 1969i yangi mengaturi tentangi Perjanjiani

Internasionali antari negarai baiki bilaterali maupuni multilateral,i perjanjiani

internasionali diadakani berdasarkani asas-asasi sepertii goodi faith,i pactai

sunservandai dani perjanjiani tersebuti terbentuki atasi consenti darii negara-negarai

dii dalamnya15.i Dii sampingi ketigai prinsipi ini,i masihi terdapati prinsip-i prinsipi

hukumi umumi lainnyai yangi jugai menjadii landasani darii hukumi perjanjiani

internasional.

Konvensii inii sudahi mulaii berlakui efektifi padai tanggali 27i Januarii 1980,i

namuni hinggai sekarangi Indonesiai belumi meratifikasii konvensii tersebut,i

sehinggai tidaki terikati kepadai isii konvensii tersebut.i Namuni karenai ketentuan-

ketentuani konvensii tersebuti telahi menjadii hukumi kebiasaani internasional,i

14
i Hualai Adolf,i Hukumi Ekonomii Internasionali Suatui Pengantar,i PT.RajaGrafindoi Persada,i

Jakarta,i 1997,i hlm.103
15

i Adei Pratiwii Susanty,i “Tinjauani Yuridisi Terhadapi Kewenangani Daerahi dalami Membuati
Perjanjiani Internasionali dii Indonesia”i Skripsi,i Fakultasi Hukumi Universitasi Riau,i 2010,i hlm.i
45
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sehinggai dalami prakteki isii konvensii tersebuti maui tidaki maui mengikati

Indonesia16.

Ratifikasi adalah suatu tindakan dari kepala negara untuk meneguhkan

tandatangan dari wakil negaranya dalam suatu perundingan untuk membentuk

perjanjian. Perjanjian Internasional yang dari segi substansinya ataupun karena

kesepakatan para pihak, telah memberi kesempatan kepada negara-negara untuk

terikat pada perjanjian itu hanya sebagian dari isi perjanjian tersebut.

Dimungkinkannya ada keterikatan seperti hal tersebut disebabkan karena

perjanjian yang pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak, dan

kata sepakat itu dapat atas seluruh maupun sebagian atas beberapa pasal dari

perjanjian17.

Meski Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut, dalam Undang-

Undang Dasar 1945 terdapat landasan hukum pembuatan perjanjian yaitu dalam

pasal 11 yang menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian

dengan negara lain.”18Setelah itu dikeluarkanlah Surat Presiden RI

No.2826/HK/60,22 Agustus 1960 tentang Pembuatan perjanjian dengan negara

lain sebagai usaha untuk menjelaskan ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Dasar

194519.

16
i Hualai Adolf,i Op.Cit,i hlm.103

17 I Wayan Parthiana, Op Cit, hlm 118
18 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global, Alumni, Bandung, 2010, hlm.163
19

Ibid
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Lahirnyai Undang-Undangi Nomori 20i Tahuni 2004i tentangi Perjanjiani

Internasionali yangi mengaturi lebihi lanjuti tentangi perjanjiani internasionali yangi

diaturi sebelumnyai padai Pasali 11i Undang-Undangi Dasari 1945i dani Surati

Presideni No.2826/HK/60.i Undang-Undangi Nomori 20i Tahuni 2004i tentangi

Perjanjiani Internasionali menjadii pedomani bagii Indonesiai untuki membuati

perjanjiani internasionali dengani negarai laini maupuni organisasii internasionali

hinggai sekarang.

Perjanjiani internasionali mengenaii ekstradisii terdirii darii beberapai macami

ataui bentuk.i Salahi satui bentuki darii perjanjiani internasionali mengenaii ekstradisii

adalahi perjanjiani internasionali bilaterali mengenaii ekstradisi20
i Indonesiai

memilikii peraturani nasionali mengenaii ekstradisii yaknii Undang-i Undangi

Nomori 1i Tahuni 1979i tentangi Ekstradisi.i Dii sampingi UUi Nomori 1i Tahuni

1979,i Indonesiai jugai memilikii Undang-Undangi yangi merupakani ratifikasii darii

perjanjiani ekstradisii yangi diadakani Indonesiai dengani negaranegarai lain,i yaknii

UUi Nomori 9i Tahuni 1974i Tentangi Pengesahani Perjanjiani antarai Pemerintahi

Republiki Indonesiai dani Negarai Malaysiai mengenaii Ekstradisi.

Sejarahi darii perjanjiani ekstradisii dimulaii darii perjanjiani antarai Rajai

Ramsesi IIi darii Mesiri dengani Rajai Hattusillii IIi darii Khetai yangi dibuati padai

tahuni 1279i SM21.i Kemudiani terdapati Perjanjiani Westphaliai 1648i yangi telahi

melahirkani ekstradisii yangi tidaki dilandasii olehi asas-asasi apapuni hanyai sekedari

penyerahani pelakui kejahatani darii negarai dimintai kepadai negarai peminta.i Padai

20
i Ii Wayani Parthiana,i Op.cit,i hlmi 76

Ii Wayani Parthiana,i Op.cit,i hlmi 76
21

i Siswantoi Sunarso,i Ekstradisii dani Bantuani Timbali Baliki Dalami Masalahi Pidana,i Rinekai

Cipta,i Jakarta,i 2009,i hlmi 1



14

abadi kei 19i dani awali abadi 20i hinggai Perangi Duniai II,i ekstradisii sudahi diakuii

sebagaii hukumi kebiasaani internasionali dani pascai Perangi Duniai IIi ekstradisii

semakini dipengaruhii olehi asas-asasi hak-haki asasii manusiai terlihati dalami

Pembukaani Piagami PBB.

Asas-asasi ekstradisii secarai akumulatif,i dii sampingi ketentuan-ketentuani

tentangi ekstradisii lainnya,i harusi dipenuhi,i jikai keduai negarai ataui lebihi

menghadapii kasusi tentangi ekstradisi.i Asas-asasi tersebuti antarai lain:22

1. Asasi Kejahatani Ganda

Menuruti asasi ini,i kejahatani yangi dijadikani sebagaii alasani untuki

memintai ekstradisii atasi orangi yangi diminta,i haruslahi merupakani

kejahatani baiki menuruti hukumi negara-pemintai maupuni hukumi

negara-diminta.

2. Asasi Kekhususan

Negara-pemintai hanyai bolehi mengadilii dan/ataui menghukumi orangi

yangi diminta,i hanyalahi berdasarkani padai kejahatani yangi dijadikani

alasani untuki memintai ekstradisinya.

3. Asasi Tidaki Menyerahkani Pelakui Kejahatani Politik

Negara-negarai baiki dalami perjanjiani ataupuni dalami perundang-

undangani ekstradisinyai menggunakani sistemi negatif,i yaitui dengani

menyatakani secarai tegasi bahwai kejahatan-kejahatani tertentui secarai

tegasi dinyatakani sebagaii bukani kejahatani politiki ataui dinyatakani

22
i Ii Wayani Parthiana,i Hukumi Pidanai Internasionali dani Ekstradisi,i Yramai Widya,i Bandung,i

2004,i hlmi 130
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sebagaii kejahatani yangi dapati dijadikani alasani untuki memintai

ataupuni mengekstradisikani orangi yangi diminta.

4. Asasi Tidaki Menyerahkani Wargai Negarai (Non-extraditioni ofi

Nationals)

Jikai orangi yangi dimintai ternyatai adalahi wargai negarai darii negara-

diminta,i makai negara-dimintai dapati menolaki permintaani darii negara-

peminta.

5. Asasi Noni Bisi Ini Idemi atai Nei Bisi Ini Idem

Menuruti asasi ini,i jikai kejahatani yangi dijadikani alasani untuki

memintai ekstradisii atasi orangi yangi diminta,i ternyatai sudahi diadilii

dan/ataui dijatuhii hukumani yangi telahi memilikii kekuatani mengikati

yangi pasti,i makai permintaani negara-pemintai harusi ditolaki olehi

negara-diminta.

6. Asasi Daluwarsa

Permintaani negara-pemintai harusi ditolaki apabilai penuntutani ataui

pelaksanaani hukumani terhadapi kejahatani yangi dijadikani sebagaii

alasani untuki memintai ekstradisii atasi orangi yangi diminta,i sudahi

daluwarsai menuruti hukumi darii salahi satui ataui keduai pihak.

Proseduri pelaksanaani esktradisii terdapati dalami Undang-Undangi

Ekstradisii Nomori 1i Tahuni 1979.i Dalami hali Indonesiai sebagaii negarai yangi

dimintai makai negarai pemintai mengajukani permintaani pencarian,i penangkapani

dani penahanani sementarai atasi orangi yangi dicarii kepadai Kapolrii ataui Jaksai

Agungi Republiki Indonesia.i Polrii ataui Kejaksaaani melakukani pencariani dani
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melakukani penangkapani dani penahanani sementarai sesuaii dengani permintaani

negarai peminta.i Kemudiani Menterii Kehakimani Republiki Indonesiai melakukani

pengecekani tentangi kelengkapani berkasi permintaani ekstradisii tersebut.i Setelahi

itui Presideni Republiki Indonesiai mengambili keputusani dani mengeluarkani Surati

Keputusani Presideni tentangi apakahi permintaani ekstradisii tersebuti dikabulkani

ataui ditolak.

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah

penelitian sekaligus agar terciptanya satu kesatuan pemahaman yang utuh, maka

dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

1. Secara harfiah pengertian tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti

melihat sesuatu, mempelajari dan menyelidiki23. Jadi adapun yang dimaksud

dengan tinjauan dalam penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam

perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam

penanggulangan terorisme kasus Hambali.

2. Yuridis adalah yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang

membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.24

23 Emilia Setyoningtyas. Kamus Trendy Bahasa Indonesia. Apollo. Surabaya. 2002, hlm 402.
24 http:// media informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html, diakses pada tanggal 4
Oktober 2018.
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3. Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua

belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat atau mentaati apa yang

tersebut dalam persetujuan itu25.

4. Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan

perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan atas

hubungan baik secara timbal balik, atas seseorang yang diduga telah

melakukan kejahatan atau tindak pidana (tersangka, tertuduh atau terdakwa)

atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai

kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum,

terpidana) oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki

yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari yang

memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada,

dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya ataupun melaksanakan

hukuman atau sisa hukumannya26.

5. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan

maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan

membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan

orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit

terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-

objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral,

25Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta, 2005,
hlm. 458.
26 I Wayan Parthiana, Op Cit, hlm 38
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peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian,

teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.27

6. Hambali adalah pelakui tindaki pidanai terorismei yangi ditangkapi dii Thailandi

dani diekstradisii kei Amerikai yangi merupakani Wargai Negarai Indonesiai

yangi telahi memberii danai untuki kegiatani terorisi dii Indonesiai dalami kasusi

bomi Balii dani bomi JWi Marriott.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini

termasuk adalah berupa penelitian hukum normatif atau kepustakaan28. Dengan

teknik pengumpulan data studii dokumeni dani studii kepustakaan.i Studii dokumeni

merupakani langkahi awali darii setiapi penelitiani hukumi (baiki normatifi maupuni

yangi sosiologis)i karenai penelitiani hukumi selalui bertolaki darii premisi

normatif.29
i Sedangkani sifati penelitiani inii adalahi deskriptif,i artinyai penulisi

mencobai memberikani gambarani secarai rincii tentangi yurisdiksii negarai Amerikai

Serikati dalami mengadilii narapidanai terorismei Hambali.

27 Abdul Wahid, dkk. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, PT. Rafika
Aditama, Bandung, 2004, hlm 29-30
28 Penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Lihat Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,
hlm 13.
29

i Amiruddini dani Zainali Asikin,i Pengantari Metodei Penelitiani Hukum,i Rajai Grafindoi

Persada,i Jakarta,i 2004,i hlmi i 68.
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2. Jenis Data dan Sumber Data.

Datai yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi datai sekunder,i dengani

sumberi datai yangi dapati dikelompokkani sebagaii berikut:i

a. Bahani hukumi primer.

Yaitui bahani utama/pokoki yangi terdirii peraturani Perundang-undangani

dani peraturan-peraturani lainnyai yangi berhubungani dengani penelitiani

ini.

b. Bahani hukumi sekunder.

Yaitui bahani hukumi yangi terdirii atasi buku-bukui teksi (teksbooks)i

yangi ditulisi parai ahlii hukumi yangi berpengaruh,i jurnal-jurnali hukumi

yangi terkaiti dengani topiki penelitiani ini.

c.i i Bahani hukumi tersier.

Yaitui bahani hukumi penunjangi yangi memberikani petunjuki terhadapi

bahani hukumi primeri dani bahani hukumi sekunderi sepertii kamusi

hukum30.

3.  Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelahi datai terkumpuli darii hasili pengumpulani data,i perlui segerai

digarapi olehi stafi peneliti.31
i Setelahi datai dikumpulkani kemudiani dilakukani

klasifikasii sesuaii dengani pokoki permasalahani yangi ada,i dani disampaikani

secarai sistematisi dalami bentuki tulisani yangi mudahi dimengerti. Selanjutnya data

disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan

30
i M.i Syamsudin,i Operasionali Penelitiani Hukum,i Rajai Grafindoi Persada.i Jakarta.i 2004,i hlmi

20
31

i Suharsimii Arikunto,i Proseduri Penelitian,i Suatui Pendekatani Prakteki (Edisii Revisii VI),i
Rinekai Cipta,i Jakarta.i 2006,i hlmi 235
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Undang-Undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan

hasil perbandingan kemudian akan terlihat adanya perbedaan dan persesuaian

antara hasil penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dapat

diambil kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian dengan

menggunakan cara induktif yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat

khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.
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BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauam Umum Tentang Yurisdiksi Negara

1. Pengertian Yurisdiksi

Yurisdiksii merupakani refleksii darii prinsipi dasari kedaulatani negara,i

kedaulatani negarai tidaki akani diakuii apabilai negarai tersebuti tidaki memilikii

jurisdiksi,32
i persamaani derajati negarai dimanai keduai negarai yangi sama-samai

merdekai dani berdaulati tidaki bisai memilikii jurisdiksii (wewenang)i terhadapi

pihaki lainnyai (equali statesi don’ti havei jurisdictioni overi eachi other)33,i dani

prinsipi tidaki turuti campuri negarai terhadapi urusani domestiki negarai lain.i

Prinsip-prinsipi tersebuti tersirati darii prinsipi hukumi “par in parem non habet

imperium”.34

Menurut Hans Kelsen prinsip hukum inii memilikii beberapai pengertian.i

Pertama,i suatui negarai tidaki dapati melaksanakani jurisdiksii melaluii

pengadilannyai terhadapi tindakan-tindakani negarai lain,i kecualii negarai tersebuti

menyetujuinya.i Kedua,i suatui pengadilani yangi dibentuki berdasarkani perjanjiani

internasionali tidaki dapati mengadilii tindakani suatui negarai yangi bukani

merupakani anggotai ataui pesertai darii perjanjiani internasionali tersebut.i Ketiga,i

32Mirzai Satriai Buana,i Hukumi Internasionali Teorii dani Praktek,i Nusamedia,i i Bandung,i 2007,i
hlmi 56.
33Ibid,i hlmi 57
34 Huala Adolf, Op Cit, hlm 183.
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pengadilani suatui negarai tidaki berhaki mempersoalkani keabsahani tindakani suatui

negarai laini yangi dilaksanakani dii dalami wilayahi negaranya35.

Katai “yurisdiksi”i sendirii dalami bahasai Indonesiai berasali darii bahasai

Inggrisi “Jurisdiction”.i “Jurisdiction”i sendirii berasali darii bahasai Latini

“Yurisdictio”,i yangi terdirii atasi duai sukui kata,i yurisi yangi berartii kepunyaani

menuruti hukum,i dani dictioni yangi berartii ucapan,i sabda,i sebutan,i firman.i Jadi,i

dapati disimpulkani yurisdiksii berartii :

a.i Kepunyaani sepertii yangi ditentukani olehi hukum.i

b.i Haki menuruti hukum.i

c.i Kekuasaani menuruti hukum.i

d.i Kewenanagani menuruti hukum.i

Secarai singkati dani sederhana,i yurisdiksii dapati diartikani sebagaii

kepunyaani sepertii apai yangi ditentukani ataui ditetapkani olehi hukumi ataui

dengani singkati dapati diartikani “kekuasaani ataui kewenangani hukum”i ataui

“kekuasaani ataui kewenangani berdasarkani hukum”.i Didalamnyai tercakupi

“hak”,i “kekuasaan”,i dani “kewenangan”.i Yangi palingi pentingi adalahi hak,i

kekuasaan,i dani kewenangani tersebuti didasarkani atasi hukum,i bukani atasi

paksaan,i apalagii berdasarkani kekuasaan.

Anthonyi Csabafi,i dalami bukunyai “Thei Concepti ofi Statei Jurisdictioni ini

Internationali Spacei Law”i mengemukakani tentangi pengertiani yurisdiksii negarai

dengani menyatakani sebagaii berikut:i “Yurisdiksii negarai dalami hukumi

internasionali berartii haki darii suatui negarai untuki mengaturi dani mempengaruhii

35 Ibid, hlm 184
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dengani langkah-langkahi dani tindakani yangi bersifati legislatif,i eksekutif,i dani

yudikatifi atasi hak-haki individu,i miliki ataui hartai kekayaannya,i perilaku-

perilakui ataui peristiwa-peristiwai yangi tidaki semata-matai merupakani masalahi

dalami negeri”.36
i Berdasarkani pengertiani yangi dikemukakani dii atas,i yangi

termasuki dalami unsur-unsuri yurisdiksii negarai adalah:

a. Hak,i kekuasaan,i dani kewenangan.i

b. Mengaturi (legislatif,i eksekutif,i dani yudikatif).i

c. Obyeki (hal,i peristiwa,i perilaku,i masalah,i orang,i dani benda).i

d. Tidaki semata-matai merupakani masalahi dalami negerii (noti

exclusivelyi ofi domestici concern).i

e. Hukumi internasionali (sebagaii dasar/landasannya).i

Dalami Kamusi Besari Bahasai Indonesia,i yurisdiksii memilikii 2i (dua)i

pengertian,i yaitu:i
37

a. Kekuasaani mengadili;i lingkupi kekuasaani kehakiman;i peradilan;i

b. Lingkungani haki dani kewajiban,i sertai tanggungi jawabi dii suatui

wilayahi ataui lingkungani kerjai tertentu;i kekuasaani hukum.i

Menuruti Hualai Adolf,i yurisdiksii adalahi kekuasaani ataui kewenangani

hukumi negarai terhadapi orang,i benda,i ataui peristiwai (hukum).38
i Yurisdiksii

menyebabkani suatui negarai mempunyaii haki terhadapi seseorang,i benda,i

peristiwai hukumi yangi adai dalami suatui negarai ataupuni yangi adai dii luari negarai

tersebut.

36Anthonyi Csabafi,i Thei Concepti ofi Statei Jurisdictioni ini Internationali Spacei Law,i Thei

Hague,i 1971,i hlmi 45.
37Departemeni Pendidikani Nasional,i Kamusi Besari Bahasai Indonesia,i Edisii Ketiga,:i Balaii
Pustaka,i Jakarta,i 2005,i hlmi 1278..
38Hualai Adolf,i Op.i Cit., hlm 183.
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2. Jenis-Jenisi Yurisdiksi

Yurisdiksii berkaitani erati dengani masalahi hukum,i khususnyai kekuasaani

ataui kewenangani yangi dimilikii suatui badani peradilani ataui badan-badani lainnyai

yangi berdasarkani atasi hukumi yangi berlaku.i Dii dalamnyai terdapati pulai batas-

batasi ruangi lingkupi kekuasaani itui untuki membuat,i melaksanakan,i dani

menerapkani hukumi kepadai pihak-pihaki yangi tidaki menaatinya.i Meskipuni

yurisdiksii berkaitani erati dengani wilayah,i namuni keterkaitani inii tidaklahi mutlaki

sifatnya.i Negara-negarai laini puni dapati mempunyaii yurisdiksii untuki mengadilii

suatui perbuatani yangi dilakukani dii luari negeri.i Disampingi itu,i adai beberapai

orangi (subyeki hukum)i tertentui memilikii kekebalani terhadapi yurisdiksii wilayahi

suatui negarai meskipuni merekai beradai dii dalami negarai tersebut.

Menuruti Rebeccai M.Mi Wallace,i yurisdiksii merupakani atributi

kedaulatani suatui negara.i Yurisdiksii suatui negarai menunjuki padai kompetensii

negarai tersebuti untuki mengaturi orang-orangi dani kekayaani dengani hukumi

nasionalnya.i Kompetensii inii mencakupi yurisdiksii untuki menentukani (dani

melarang),i untuki mengadilii dani melaksanakani undang-undang.39

Yurisdiksii dapati dibedakani atasi :i

a. Yurisdiksii Perdata.

Yurisdiksii perdatai adalahi kewenangani hukumi pengadilani terhadapi

perkara-perkarai yangi menyangkuti keperdataani baiki yangi bersifati

nasional,i maupuni internasionali (yaitui bilai parai pihaki ataui obyeki

perkaranyai terhadapi unsuri hukumi asing).

39 Bachtiari Hamzah,i Hukumi Internasionali II,i USUi Press,i Medan,i 1997,i hlmi 69.
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b. Yurisdiksii Pidana.i

Yurisdiksii pidanai adalahi kewenangani (hukum)i pengadilani terhadapi

perkara-perkarai yangi bersifati kepidanaan,i baiki yangi tersangkuti dii

dalamnyai unsuri asingi maupuni tidak.40

Berdasarkani hak,i kekuasaani dani kewenangani mengaturnya,i yurisdiksii

suatui negarai dii dalami wilayahi negaranyai dapati terbagii ataui tergambarkani olehi

kekuasaani ataui kewenangani sebagaii berikuti :41

a. Yurisdiksii Legislatif.i

Yaitui kekuasaani membuati peraturani ataui perundang-undangani yangi

mengaturi hubungani ataui statusi hukumi orangi ataui peristiwa-peristiwai

hukumi dii dalami wilayahnya.i Kewenangani sepertii inii biasanyai

dilaksanakani olehi badani legislatifi sehinggai acapkalii disebuti pulai

sebagaii yurisdiksii legislatifi ataui preskriptifi (legislativei jurisdictioni

ataui prescriptivei jurisdivtion)

b. Yurisdiksii Eksekutif.i

Yaitui kekuasaani negarai untuki memaksakani ataui menegakkani

(enforce)i agari subyeki hukumi menaatii hukum.i Tindakani pemaksaani

inii dilakukani olehi badani eksekutifi negarai yangi umumnyai tampaki

padai bidang-bidangi ekonomi,i misalnyai kekuasaani untuki menolaki

ataui memberii izin,i kontrak-kontrak,i dani lain-lain.i Yurisdiksii inii

disebuti sebagaii yurisdiksii eksekutifi (executivei jurisdiction).i Adai pulai

40Hualai Adolf,i Op.i Cit.,i hlmi 186.
41 Ibid,i hlmi 184
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sarjanai yangi menyebutnyai dengani enforcementi jurisdictioni

(yurisdiksii pengadilan).

c. Yurisdiksii Yudikatif.

Yaitui kekuasaani pengadilani untuki mengadilii orangi (subyeki hukum)i

yangi melanggari peraturani ataui perundang-undangani disebuti pulai

sebagaii Judiciali jurisdiction.

3. Yurisdiksii Negarai dalami Hukumi Internasional.i

Setiapi negarai berdaulati yangi telahi diakuii pastii memilikii yurisdiksii

untuki menunjukkani kewibawaannyai padai rakyatnyai ataui padai masyarakati

internasional.i Diakuii secarai universali baiki setiapi negarai memilikii kewenangani

untuki mengaturi tindakan-tindakani dalami teritorinyai sendirii dani tindakani

lainnyai yangi dapati merugikani kepentingani yangi harusi dilindunginya.

Dalami kaitannyai dengani prinsipi dasari kedaulatani negara,i suatui negarai

yangi berdaulati menjalankani yurisdiksi/kewenangannnyai dalami wilayahi negarai

itu.42
i Berdasarkani kedaulatannyai itu,i makai dapati diturunkani hak,i kekuasaan,i

ataui kewenangani negarai untuki mengaturi masalahi interni dani ekstern.i Dengani

katai laini darii kedaulatannyai itulahi diturunkani ataui lahiri yurisdiksii negara.i

Dengani hak,i kekuasaan,i ataui dengani yurisdiksii tersebuti suatui negarai mengaturi

secarai lebihi rincii dani jelasi masalah-masalahi yangi dihadapinyai sehinggai

terwujudi apai yangi menjadii tujuani negarai itu.i Dengani demikiani dapati

42 Ibid,i hlmi 70.
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disimpulkani bahwai hanyai negarai berdaulati yangi dapati memilikii yurisdiksii

menuruti hukumi internasional.43

Adakalanyai yurisdiksii itui harusi tunduki kepadai pembatasani tertentui

yangi ditetapkani olehi hukumi internasional.i Dalami hali inii yangi dimaksudi

adalahi “hak-i haki istimewai ekstrateritorial”,i yaknii suatui istilahi yangi dipakaii

untuki melukiskani suatui keadaani dimanai statusi seseorangi ataui bendai yangi

secarai fisiki terdapati dii dalami suatui wilayahi negara,i tetapii seluruhnyai ataui

sebagiani dikeluarkani darii yurisdiksii negarai tersebuti olehi ketentuani hukumi

internasional.

Yurisdiksii dapati digolongkani kei dalami prinsip-prinsipi jurisdiksii berikut:i

1.i Yurisdiksii Teritorial.i

Menuruti prinsipi yurisdiksii teritorial,i negarai mempunyaii yurisdiksii

terhadapi semuai persoalani dani kejadiani dii dalami wilayahnya.i Prinsipi inii adalahi

prinsipi yangi palingi mapani dani pentingi dalami hukumi internasional.i Menuruti

Hakimi Lordi Macmillani suatui negarai memilikii yurisdiksii terhadapi semuai

orang,i benda,i perkara-perkarai pidanai ataui perdatai dalami batas-batasi

wilayahnyai sebagaii pertandai bahwai negarai tersebuti berdaulat.i Pernyataani

beliaui berbunyii demikiani :

“Iti isi essebtiali attributei ofthei sovereignity,i ofi thisi realm,i asi ofi alli

sovereigni independenti states,i thati iti shouldi possesi jurisdictioni overi alli

personsi andi thingsi withini itsi territoriali limitsi andi ini alli causesi andi

criminali arisingwithini thesei limits.”44

43 Ibid,i hlmi 70
44 Ibid,i hlmi 186
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Cirii pokoki darii kedaulatani dalami batas-batasi ini,i sepertii semuai negarai

merdekai yangi berdaulat,i bahwai negarai harusi memilikii yurisdiksii terhadapi

semuai orangi dani bendai dii dalami batas-batasi teritorialnyai dani dalami semuai

perkarai perdatai dani pidanai yangi timbuli dii dalami batas-batasi teritoriali ini.45

Prinsipi teritoriali inii terbadii atasi duai :i suatui tindaki pidanai yangi dimulaii

dii suatui negarai dani berakhiri dii negarai lain.i Misalnyai seorangi yangi menembaki

dii daerahi perbatasani negarai Ai melukaii seorangi lainnyai dii wilayahi negarai B.i

Dalami keadaani ini,i keduai negarai memilikii yurisdiksi.i Negara,i dimanai

perbuatani itui dimulaii (A),i memilikii yurisdiksii menuruti prinsipi teritoriali

subyektif(subjectivei territoriali principle).i Negarai dimanai tindakani tersebuti

diselesaikani (B),i memilikii yurisdiksii berdasarkani prinsipi teritoriali obyektifi

(objectivei territoriali principle).46

Darii uraiani dii atasi tampaki terdapati hubungani yangi sangati erati antarai

wilayahi suatui negarai dengani kewenangani yurisdiksinya.i Menuruti Glanvillei

Williams,i hubungani yangi erati tersebuti dapati dijelaskani karenai adanyai faktor-

faktori berikut:

1. Negarai dimanai suatui perbuatani tindaki pidanai kejahatani dilakukani

biasanyai mempunyaii kepentingani yangi palingi kuati untuki

menghukumnya.i

2. Biasanyai sii pelakui kejahatani ditemukani dii negarai tempati iai

melakukani tindaki pidana.47

45JG.i Starke.i Pengantari Hukumi Internasional,i Sinari Grafika,i Jakarta,i 1999,i i hlmi 270..
46 Ibid,i hlmi 187
47 Ibid,i hlmi 187
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3. Biasanya,i pengadilani setempati (locali forum)i dimanai tindaki pidanai

terjadii adalahi yangi palingi tepat,i karenai saksi-saksii (dani mungkini

barangi buktinya)i dapati ditemukani dii negarai tersebut.i

4. Adanyai faktai bahwai dengani tersangkutnyai lebihi darii satui sistemi

hukumi yangi berbeda,i makai akani janggali bilai seseorangi tunduki

padai duai sistemi hukum.48

Menuruti hasili penelitiani Universitasi Harvard,i pertimbangani laini dalami

menerapkani yurisdiksii teritoriali inii adalahi bahwai negarai dimanai sii pelakui

tindaki pidanai itui beradai memilikii kepentingan,i fasilitas,i dani pejabati yangi

palingi berkompeteni untuki menanganii tindaki pidanai baiki yangi dilakukani olehi

wargai negaranyai maupuni olehi wargai negarai asing.49

Meskipuni yurisdiksii berkaitani erati dengani wilayah,i namuni keterkaitani

inii tidaklahi mutlaki sifatnya.i Negara-negarai laini puni dapati mempunyaii

yurisdiksii untuki mengadilii suatui perbuatani yangi dilakukani dii luari negeri.i

Disampingi itu,i adai beberapai orangi (subyeki hukum)i tertentui memilikii

kekebalani terhadapi yurisdiksii wilayahi suatui negarai meskipuni merekai beradai dii

dalami negarai tersebut.50

Hubungani antarai yurisdiksii dengani wilayahi dalami kaitannyai dengani

suatui tindaki pidanai (kejahatan)i tampaki dalami sengketai terkenali thei Lotusi

Case.dalami sengketai ini,i kapali uapi Prancis,i thei Lotus,i bertabrakani dengani

kapali Turkii thei Boz-Kourti dii lauti lepas.i Kapali Turkii tenggelami dani

menewaskani 8i pelauti dani penumpangnya.i Menghadapii insideni ini,i pejabati

48 Ibid,i hlmi 188
49 Ibid,i hlmi 201
50 Hualai Adolf,Op.i Cit.,i hlmi 185
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Turkii menahani awaki kapali thei Lotusi ketikai kapali inii merapati dii pelabuhani

Turki.i Merekai dituduhi telahi melakukani pembunuhani (pembantaian)i terhadapi

parai awaki Turki.i Pihaki Prancisi memprotesi kerasi atasi tindakani pemerintahi

Turkii tidaki memilihi yurisdiksii untuki mengadilii perkarai tersebut.i Sengketai inii

lalui diserahkani kei Mahkamahi Internasionali Permaneni untuki mengadilii apakahi

adai ketentuan-ketentuani hukumi internasionali yangi melarangi Turkii

melaksanakani yurisdiksinya.i Darii hasili penyelidikan,i mahkamahi berpendapati

bahwai suatui negarai tidaki dapati melaksanakani kekuasaani dii luari wilayahnya.51
i

Pernyataani Mahkamahi berbunyii sebagaii berikuti :

“thei firsti andi foremosti restrictioni imposedi byi internationali lawi uponi ai

statei isi that-failingi thei existencei ofi ai permissivei rulei toi thei contrary-iti

mayi noti exercisei itsi poweri ini anyi formi ini thei territoryi ofi anotheri

state.”52

Mahkamahi menolaki argumentasii Prancisi bahwai negarai benderalahi yangi

memilikii yurisdiksii eksklusifi atasi kapali dii lauti lepas.i Mahkamahi berpendapati

bahwai tidaki adai ketentuani tentangi hali inii dalami hukumi internasionali dani

menyatakani pulai bahwai kerusakani terhadapi kapali Turkii samai sajai dengani

kerusakani terhadapi wilayahi Turki.i Hali inii memungkinkani Turkii melaksanakani

yurisdiksinyai berdasarkani prinsipi teritoriali obyektif.i Namun,i lanjuti pengadilan,i

hali tersebuti tidaki berartii bahwai hukumi internasionali melarangi suatui negarai

melaksanakani yurisdiksii dii dalami wilayahnyai sehubungani dengani setiapi

perkarai (sengketa)i yangi terjadii dii luari negeri.53

51 Ibid,i hlmi 188
52 Ibid,i hlmi 189
53 Ibid,i hlmi 189
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Darii sengketai inii dapati disimpulkani bahwai prinsipi yurisdiksii teritoriali

dapati pulai berlakui terhadapi kejahatani yangi dilakukani tidaki hanyai dii wilayahi

negarai yangi bersangkutan,i tapii jugai dalami ataui dii luari lauti teritorial,i yaknii

terhadapi sengketa-sengketai tertentui yangi terjadii dii jaluri tambahani ataui dii lauti

lepasi yaitui manakalai negarai tersebuti adalahi negarai benderai kapal.54
i

Prinsipi teritoriali inii berlakui padai hal-hali berikuti inii :

a. Haki Lintasi Damaii dii Lauti teritorial.i

Prinsipi yurisdiksii teritoriali yangi dimilikii olehi suatui negarai (pantai)i

telahi diakuii sejaki lama.i Pengakuani dani pengaturani yurisdiksii negarai pantaii

tampaki dalami hasili Konferensii Kodifikasii Hukumi lauti Deni Haagi 1930,55
i

dimanai diakuii adanyai duai macami yurisdiksii negarai pantaii atasi kapali lauti yangi

berlayari dii lauti teritorialnya,i yaitui yurisdiksii pidanai dani yurisdiksii perdata.i

Hasili konferensii inii dipertegasi kembalii olehi Konvensii Hukumi lauti Jenewai

1958i tentangi Lauti Teritoriali dani Jaluri Tambahan.i Dalami Konvensii Hukumi

lauti 1982,i pengakuani dani pengaturani terhadapi yurisdiksii (kriminali dani

perdata)i negarai pantaii terdapati dalami pasali 27i dani 28.56

b. Kapali Berbenderai Asingi dii Lauti teritorial.i

Kapali perangi dani kapali pemerintahi yangi dioperasikani untuki tujuani non-

komersiali hanyai tunduki kepadai yurisdiksii legislatifi (legislativei jurisdiction)i

negarai pantai.i Artinya,i kapal-kapali itui puni tunduki kepadai kewajibani untuki

54 Malcolmi N.i Shaw,i Internationali Law,i Butterworth,i London,i 1986,i hlmi 351.
55 Hualai Adolf,i Opi cit,i hlmi 189.
56 Ibid,i hlm190
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menghormatii perundang-undangani negarai pantaii dani hukumi kebiasaani

internasional.57

Sepanjangi menyangkuti kapali perangi dani kapali pemerintahi yangi

dioperasikani untuki tujuani non-komersial,i terdapati teorii mengenaii kapal-kapali

ini,i yaknii :58

1. Teorii “Pulaui Terapung”i (thei Floatingi Islandi Theory).i Menuruti

teorii ini,i kapal-kapali tersebuti harusi diperlakukani olehi negarai laini

sebagaii bagiani darii wilayahi negara.i Menuruti teorii ini,i yurisdiksii

pengadilani tidaki berlakui terhadapi setiapi tindakani yangi dilakukani

diatasi kapali ataui menahani seseorangi yangi melakukani kejahatani dii

atasi kapali tersebut.i

2. Teorii yangi menyatakani bahwai pengadilani negarai pantaii

memberikani kekebalani (imunitas)i tertentui kepadai kapali asingi

besertai wakilnya.i Pemberiani inii bukani berdasarkani padai teorii

obyektifi yangi menyatakani bahwai kapali perang/negarai itui adalahi

wilayahi negarai asing,i tapii didasarkani padai pembebasani ataui

pengecualiani yangi diberikani olehi undang-undangi negarai pantai.i

Pengecualiani inii sifatnyai bersyarati dani karenanyai dapati ditariki

kembalii olehi negarai pantaii tersebut.

c.i Pelabuhan.i

Pelabuhani adalahi salahi satui bagiani darii perairani pedalaman.i Karenai dii

perairani pedalamani inii suatui negarai berdaulati penuh,i makai kedaulatani penuhi

57 Ibid,i hlmi 191.
58 Ibid,i hlmi 192
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inii berlakui dii pelabuhan-pelabuhannya.i Suatui kapali asingi yangi memasukii

pelabuhani suatui negara,i makai kapali tersebuti beradai dalami kedaulatani teritoriali

suatui negarai pantai.i Karenai itui pulai negarai pantaii berhaki untuki menegakkani

hukumnyai terhadapi kapali dani awaknya.i Dii pelabuhan,i negarai pantaii memilikii

yurisdiksii terhadapi setiapi tindaki pidanai yangi mengganggui perdamaiani dani

ketertibani negarai pantai.59
i Negarai pantaii dapati pulai menerapkani yurisdiksii

teritoriali apabilai dimintai ataui dikehendakii olehi kapteni ataui konsuli darii negarai

benderai kapal.60

d.i Orangi asing.i

Yurisdiksii teritoriali suatui negarai terhadapi orangi asingi samai halnyai

yurisdiksii teritoriali negarai terhadapi wargai negaranya.i Tidaki adai perlakuani

khususi yangi diberikani kepadai orangi asing.i Namuni demikian,i seorangi wargai

negarai asingi dapati memintai pembebasani darii yurisdiksii teritoriali suatui negarai

dalami hali berikuti :61

1. Dengani adanyai imunitasi tertentu,i orangi asingi itui menjadii tidaki

tunduki kepadai hukumi nasionali negarai pantai;i ataui

2. Bahwai hukumi nasionali negarai tersebuti tidaki sejalani dengani hukumi

internasional.

2.i Yurisdiksii Personal.i

Menuruti prinsipi yurisdiksii personal,i suatui negarai dapati mengadilii

wargai negaranyai karenai kejahatani yangi dilakukannyai dii manai puni juga.i

Sebaliknya,i adalahi kewajibani negarai untuki memberikani perlindungani

59 Ibid,i
60 Ibid,i hlmi 93
61 J.Gi Starke,i Opi Cit,i hlmi 200.
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diplomatiki kepadai wargai negaranyai dii luari negeri.i Ketentuani inii telahi diterimai

secarai universal.62

Menuruti prakteki internasionali dewasai ini,i yurisdiksii terhadapi individui

dilaksanakani berdasarkani prinsip-prinsipi berikuti :63

a. Prinsipi nasionalitasi aktif.i

Menuruti prinsipi inii negarai dapati melaksanakani yurisdiksii terhadapi

wargai negaranya.i Semuai prinsipi laini yangi berkaitani dengani hali inii

adalahi negarai tidaki wajibi menyerahkani wargai negaranyai yangi telahi

melakukani suatui tindaki pidanai kei luari negeri.

b. Prinsipi nasionalitasi pasif.

Prinsipi inii membenarkani negarai untuki menjalankani yurisdiksii

apabilai seorangi wargai negaranyai menderitai kerugian.i Dasari

pembenarani prinsipi nasionalitasi inii adalahi bahwai setiapi negarai

berhaki melindungii wargai negaranyai dii luari negerii ,i dani apabilai

negarai teritoriali dii manai tindaki pidanai itui terjadii tidaki menghukumi

orangi yangi menyebabkani kerugiani tersebut,i makai negarai asali

korbani berwenangi menghukumi tindaki pidanai itu,i apabilai orangi itui

beradai dii wilayahnya.

3.i Yurisdiksii menuruti Prinsipi Perlindungani

Berdasarkani prinsipi yurisdiksii perlindungan,i suatui negarai dapati

melaksanakani yurisdiksinyai terhadapi warga-wargai asingi yangi melakukan64
i

kejahatani dii luari negerii yangi didugai dapati mengancami kepentingani keamanan,i

62 Ibid,i hlmi 211
63 J.G.i Starke,i Opi Cit,i hlmi 303
64 Hualai Adolf,i Opi Cit,i hlmi 212
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integritas,i dani kemerdekaani negara.i Penerapani prinsipi inii dibenarkani sebagaii

dasari untuki penerapani yurisdiksii suatui negara.i Latari belakangi pembenarani inii

adalahi perundang-undangani nasionali padai umumnyai tidaki mengaturi ataui tidaki

menghukumi perbuatani yangi dilakukani dii dalami suatui negarai yangi dapati

mengancami ataui mengganggui keamanan,i integritas,i dani kemerdekaani orangi

lain.65

4.i Prinsipi Yurisdiksii Universal.i

Menuruti prinsipi ini,i setiapi negarai mempunyaii yurisdiksii terhadapi

tindaki kejahatani yangi mengancami masyarakati internasional.i Yurisdiksii inii

lahiri tanpai melihati dimanai kejahatani dilakukani ataui wargai negarai yangi

melakukani kejahatan.i Lahirnyai prinsipi yurisdiksii universali terhadapi jenisi

kejahatani yangi merusaki terhadapi masyarakati internasionali sebenarnyai jugai

disebabkani karenai tidaki adanyai badani peradilani internasionali yangi khususi

mengadilii kejahatani yangi dilakukani orang-perorangi (individu).66

Kejahatan-kejahatani yangi telahi diterimai sebagaii kejahatani yangi tunduki

padai prinsipi yurisdiksii universali adalahi pembajakani dii lauti (perompakan)i dani

kejahatani perang.i Yurisdiksii universali terhadapi perompaki telahi diterimai cukupi

lamai olehi hukumi internasional.i Setiapi negarai dapati menahani dani menghukumi

setiapi tindakani pembajakani dii laut.i

“Alli statesi shalli co-operatei toi thei fullesti possiblei extenti ini thei

repressioni ofi piracyi oni thei highi seasi ori ini anyi otheri placei outsidei thei

jurisdictioni ofi anyi state”67

65 Ibid,i hlmi 213.
66 Ibid,i hlmi 218
67 Isii darii pasali 100i Unitedi Nationi Conventioni oni thei Lawi ofi thei Sea.
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Kejahatani perangi jugai telahi diterimai universali sebagaii kejahatani yangi

tunduki kepadai yurisdiksii setiapi negarai meskipuni jenisi kejahatani inii sangati

sensitifi dani lebihi berati boboti politiknya.68
i Komisii Kejahatani perangi PBBi (thei

Unitedi Nationsi Wari Crimesi Commision)i menyatakani bahwai haki untuki

menghukumi kejahatani tidaki terbatasi padai negarai yangi wargai negaranyai

menderitai ataui kepalai negarai yangi wilayahnyai dipakaii sebagaii tempati

dilaksanakannyai kejahatan.69
i Namuni haki tersebuti dimilikii olehi setiapi negarai

yangi merdeka.70

Pembatasani tertentui yangi diterapkani olehi hukumi internasionali yaitui

terhadapi kepalai negara,i wakili diplomatik,i kapali perang,i dani angkatani

bersenjatai asingi yangi adai dii wilayahi suatui negara.i Dalami hal-hali tertentu,i

yurisdiksii teritoriali kebali (tidaki berlaku)i terhadap:i
71

1.i Negarai dani Kepalai Negarai Asing;i

Suatui negarai bebasi berbuati apapuni dii dalami negerinya,i sepanjangi

perbuatani tersebuti tidaki mengganggui ketentramani dani ketertibani negarai laini

ataui tidaki melanggari hukumi internasional.i Ataui dengani katai lain,i suatui negarai

adalahi imuni terhadapi yurisdiksii pengadilani negarai lainnya.i Begitui jugai dengani

kepalai negara,i yangi diidentikkani sebagaii negarai itui sendiri.i Kepalai negarai

memilikii imunitasi (kekebalan)i penuhi (doctrinei ofi absolutei immunity).i Imunitasi

suatui negarai asingi ataui kepalai negarai darii yurisdiksii tidaki mutlaki dalami

68 Hualai Adolf,i Op.i Cit.,i hlmi 218.
69 Hualai Adolf,i Ibid.,i hlmi 218.
70 Ibid.,i hlmi 219.
71 Ibid, hlmi 194
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segalai hal,i tergantungi kepadai sifati hakikati darii pemulihani yangi diupayakan.i

Hal-hali berikuti merupakani prosesi perkarai kekecualiani darii kaidahi imunitas:72

a. Perkara-perkarai yangi berkenaani dengani alasi haki terhadapi tanahi dii
dalami yurisdiksii teritorial,i yangi bukani tanahi dimanai bangunan-
bangunani kedutaani didirikan.i

b. Suatui danai dii pengadilani (danai perwalian)i yangi diuruskani yangi

manai menyangkuti kepentingani negarai asingi ataui pemegangi

kedaulatani asing,i tetapii tidaki demikiani apabilai pihaki yangi

diuruskani perwaliani dananyai itui jugai merupakani pemerintahi negarai

asingi yangi berdaulat.
c. Tindakan-tindakani perwakilan,i sepertii tindakani pemegangi surati

utang,i apabilai negarai asingi ataui pemegangi kedaulatani asingi itui

adalahi pemegangi surati utang.
d. Berakhirnyai suatui perusahaani yangi dalami aset-asetnyai negarai asingi

ataui pemegangi kedaulatani asingi mengklaimi suatui kepentingan.

2.i Perwakilani Diplomatiki dani Konsuler;i

Imunitasi yuridiksionali terhadapi agen-ageni diplomatiki ditetapkani dalami

pasali 31-32i Konvensii Winai tentangi Hubungan-hubungani Diplomatiki 1961.i

Merekai menikmatii imunitasi absoluti darii yurisdiksii kriminali negarai tuani rumahi

dani imunitasi darii yurisdiksii sipili dani administratifi kecualii dalami tigai hali

khususi yangi dinyatakani dalami pasali 31,i yaitu:73

a. Tindakan-tindakani untuki medapatkani kembalii hartai bendai tidaki

bergeraki yangi semata-matai pribadi;i

b. Tindakan-tindakani yangi berkaitani dengani suksesii dimanai merekai

terlibati dalami kapasitasi yangi benar-benari pribadi.

c. Tindakan-tindakani yangi berkaitani dengani suatui aktivitasi profesii ataui

komersiali pribadii yangi dilakukani olehi mereka.

72
i J.G.i Starke,i Op.i Cit.,i hlmi 281

73
i Ibid,i hlmi 288.
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3.i Kapali Pemerintahi Negarai Asing;i

Kapali pemerintahi yangi statusnyai berasali darii kedaulatani negaranyai

tidaki tunduki padai yurisdiksii suatui negara,i baiki waktui kapali beradai dii lauti

lepas,i lauti teritorial,i ataui perairani pedalamani negarai pantai.i Meskii kapal-kapali

pemerintahi menikmatii kekebalan,i namuni merekai diharapkani untuki menaatii

peraturani perundang-undangani negarai pantai.74
i Setiapi pelanggarani terhadapnya,i

negarai pantaii dapati mengusiri kapal-kapali pemerintahi itui dani mengajukani

protesi diplomatik.75

4.i Angkatani Bersenjatai Negarai Asing;i

Angkatani bersenjatai yangi diterimai dii wilayahi negarai asingi menikmatii

suatui imunitasi terbatas,i tetapii bukani sutaui imunitasi absolut,i darii yurisdiksii

teritoriali negarai tersebut.76
i Besarnyai imunitasi tersebuti tergantungi padai

keadaan-keadaani dii manai angkatani bersenjatai tersebuti diterimai olehi pemegangi

kedaulatani teritorial,i dani khususnyai padai adai ataui tidaknyai suatui perjanjiani

tegasi antarai negarai tuani rumahi dani negarai pengirimi yangi mengaturi syarat-

syarati mengenaii masuknyai angkatani bersenjatai tersebuti dii wilayahi itu.77

5.i Organisasii Internasional.i

Dalami suatui negara,i organisasii internasionali memilikii kekebalani

tertentui terhadapi yurisdiksii negarai setempat.i Kekebalani inii dipandangi perlui

untuki melaksanakani tujuan-tujuani darii organisasii internasional.i Namuni sampaii

sejauhi manai oraganisasii internasionali itui menikmatii kekebalani menuruti hukumi

74
i Hualai Adolf,i Op.i Cit.,i hlm.i 208.

75
i Ibid,i hlmi 209

76
i J.G.i Starke,i Op.i Cit.,i hlmi 298.

77
i Ibid,i hlm.299.
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(kebiasaan)i internasionali masihi belumi adai kejelasan.i Dalami praktek,i kekebalani

inii biasanyai diaturi olehi suatui perjanjiani internasional.78

Jugai adakalanyai suatui negarai dapati menjalankani yurisdiksinyai atasi

suatui peristiwai hukumi yangi terjadii dii luari wilayahnyai dengani beberapai

ketentuan.i Dalami hali inii perlui diketahuii bahwai kadangkalai duai negarai ataui

lebihi dapati menjalankani yurisdiksinyai terhadapi suatui peristiwa.i Hukumi

internasionali sendirii tidaki adai mengaturi secarai jelasi mengenaii kompetensii ini.i

Rebeccai M.Mi Wallacei berpendapati bahwai :i dasar-dasari yurisdiksii tidaki

diurutkani dalami hierarkii apapun.i Tidaki adai negarai yangi dapati menuntuti haki

yangi lebihi tinggii semata-matai berdasarkani atasi asasi melaksanakani yurisdiksi.i

Suatui negarai dapati secarai sahi memilikii yurisdiksii bersamaani dengani negarai

lain,i negarai yangi akani melaksanakani yurisdiksii akani ditentukani olehi faktor-

faktori lain,i misalnyai kehadirani fisiki darii pelanggari yangi bersangkutan.i Apai

yangi dituntuti hukumi internasionali kinii adalahi eksistensii hubungani nyatai antarai

pelanggari yangi bersangkutani dani negarai yangi melaksanakani yurisdiksinya.79

Menuruti hukumi internasional,i setiapi negarai baiki berpantaii (coastali

state)i maupuni tidaki berpantaii (landi lockedi state)i mempunyaii haki untuki

melayarkani kapalnyai dii bawahi benseranyai dii lauti lepasi (pasali 90i UNCLOSi

1982).80
i Pelaksanaani yurisdiksii suatui negarai dii lauti lepasi inii sesuaii dengani

prinsipi universal,i yaitui setiapi negarai mempunyaii yurisdiksii untuki mengadilii

tindaki kejahatani tertentui (yangi terjadii ataui dilakukani dii lauti lepas).i

78
i Hualai Adolf,i Op.i Cit.,i hal.210

79
i Bachtiari Hamzah,i Op.i Cit.,i hlmi 174-175.

80
i Ibid,i hlmi 94.
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Padai prinsipnyai wilayahi udarai yangi terdapati dii atasi wilayahi darat,i

perairani pedalaman,i dani lauti wilayahi termasuki kedalami yurisdiksii suatui

negara.i Hali inii terlihati darii pasali 1i Konvensii Chicagoi 1944i tentangi

Penerbangani Sipili Internasionali :i “Kedaulatani negarai dii ruangi udarai dii atasi

wilayahi teritorialnyai bersifati utuhi dani penuhi (completei andi exclusivei

sovereignity)”.i Ketentuani inii merupakani salahi satui tiangi pokoki hukumi

internasionali yangi mengaturi ruangi udara.81

B. Tinjauani Umumi Tentangi Ekstradisi.

1. Pengertiani dani Raungi Lingkupi Ekstradisi

Setiapi negarai dii duniai inii mempunyaii tatai hukumi ataui hukumi positifi

untuki memeliharai dani mempertahankani keamanan,i ketertibani dani ketentramani

bagii setiapi wargai negaranyai ataui orangi yangi beradai dalami wilayahnya.i

Pelanggarani atasi tatai hukumnyai dikenakani sanksii sebagaii upayai agari hukumi

dapati ditegakkan.i Sii pelanggari harusi mempertanggungjawabkani perbuatannyai

ataui kejahatani yangi telahi dilakukannya.i Diai akani diajukani kei depani

pengadilani dani bilai terbuktii bersalahi akani dijatuhii hukumani yangi setimpali

dengani kesalahannya.

Akani tetapii tidaki setiapi orangi akani relai mempertanggungjawabkani

perbuatannya.i Segalai macami carai akani ditempuhnya,i baiki legali maupuni illegali

untuki menghindarkani dirii darii tuntutani dani ancamani hukumani tersebut.i Salahi

satui carai yangi cukupi efektifi untuki menyelamatkani dirii adalahi dengani carai

81
i Ibid,i hlmi 94
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melarikani dirii kedalami wilayahi negarai lain.i Carai inii i dimaksudkani untuki

menghindarii tuntutani hukumani dii negarai tempatnyai semula.i Tindakani inii

melibatkani kepentingani keduai negara.i Bahkani seringkalii kejahatani yangi

dilakukani olehi seseorang,i tidaki sajai melibatkani kepentingani duai negara,i tetapii

seringi kalii lebihi darii duai negara.i Hali inii bisai terjadi,i Misalnyai karenai seorangi

secarai berturut-turuti telahi melakukani kejahatani dalami wilayahi beberapai

Negarai ataui kejahatani yangi dilakukani dalami wilayahi satui negarai ataui dii luari

wilayahi suatui negara,i menimbulkani akibat-akibati padai wilayahi beberapai

negara.

Sepertii dalami kasusi ”Kapali Mimi”i padai tahuni 1975,i seorangi wargai

negarai Indonesiai bernamai Guni Supardii yangi bekerjai sebagaii awaki kapali

tersebut,i telahi membunuhi nahkodai kapalnyai yangi berkebangsaani Jermani Barati

dii lauti lepasi dii Samuderai Atlantiki sertai menenggelamkani kapalnya.i Sedangkani

kapali Mimii itui sendirii berbenderai Panama.i Olehi kapali yangi menolongnya,i

Guni Supardii bersamai awaki kapali lainnyai dibawai dani diserahkani kepadai

Amerikai Serikat.i Dalami kasusi inii jelaslahi tersangkuti kepentingani empati

negarai yaitui :i Indonesiai sebagaii negarai kewarganegaraani sii pelakui kejahatani

yaitui Guni Supardi,i Panamai sebagaii negarai kebangsaani kapani Mimii sebabi

kapali tersebuti berbenderai Panama,i Jermani Barati sebagaii negarai

kewarganegaraani sangi korbani (nahkoda)i dani Amerikai Serikati sebagaii negarai

tempati Guni Supardii ditahan.

Dalami Hubungannyai dengani pelakui kejahatani yangi melarikani dirii ataui

beradai dalami wilayahi lain,i makai negarai yangi memilikii yurisdiksii atasi sii
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pelakui kejahatannyai itu,i misalnyai negarai tempati kejahatani itui dilakukani ataui

negara-i negarai yangi menderitai akibati darii kejahatani itu,i tidaki bolehi melakukani

penangkapani dani penahanannyai secarai langsungi dii dalami wilayahi negarai

tempati sii pelakui kejahatani itui berada.i Hali inii seolah-olahi menyebabkani pelakui

kejahatani yangi demikiani itui memperolehi kekebalani darii tuntutani hukum.i

Penangkapani dani penahanani secarai langsungi kedalami wilayahi negarai laini

tidaki diperbolehkani olehi karenai suatui negarai tidaki bolehi melakukani tindakani

yangi bersifati kedaulatani (acti ofi soverignity)i dii dalami wilayahi lain,i kecualii

dengani persetujuani negarai itui sendiri.i Sebabi tindakani demikiani itui dipandangi

sebagaii intervensii ataui campuri tangani atasi masalah-masalahi dalami negerii

negarai lain,i yangi dilarangi menuruti hukumi internasional.82

Tetapii jikai hali semacami inii dibiarkan,i makai akani dapati mendorongi

setiapi pelakui kejahatan,i lebih-lebihi jikai diai secarai ekonomisi tergolongi mampu,i

untuki melarikani dirii kei dalami wilayahi negarai lain.i Bahkani usahai untuki

melarikani dirii kei dalami wilayahi negarai laini tidaki hanyai dilakukani olehi orang-

orangi yangi bermaksudi untuki menghindarii ancamani hukumani yangi lebihi

dikenali dengani sebutani tersangkai ataui tertuduh,i tetapii jugai olehi orang-orangi

yangi telahi dijatuhii hukumani yangi telahi mempunyaii kekuatani mengikati yangi

pastii yangi lebihi dikenali dengani sebutani terhukumi ataui terpidana.i Sebagaii

contohi nyatai adalahi apai yangi dialamii olehi Indonesia,i yaitui larinyai duai orangi

narapidanai masing-masingi Donali Andrewi Ahreni (wargai negarai Australia)i dani

Davidi Allani Riffei (wargai negarai Amerikai Serikat)i darii Lembagai

82
i Ii Wayani Parthiana.i Ekstradisii dalami Hukumi Internasionali dani Hukumi Nasionali

Indonesia,i Opi Cit,i hlm11
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Pemasyarakatani Denpasari dani Karangasem,i Balii padai tanggali 9i Julii 1977.i

keduai orangi inii berhasili meninggalkani wilayahi Indonesiai menujui kei Australia.

Supayai orang-orangi semacami inii tidaki terlepasi darii tanggungi jawabi

atasi kejahatani yangi telahi dilakukannya,i makai diperlukani kerjasamai untuki

mencegahi dani memberantasnya.i Sebabi pencegahani dani pemberantasani

kejahatani yangi hanyai dilakukani olehi negara-negarai secarai sendiri-sendirii

dalami hal-hali tersebuti sudahi tidaki bisai dipertahankani lagi,i lebih-lebihi dii abadi

teknologii sekarangi ini.

Olehi karenai negara-negarai yangi memilikii yurisdiksii terhadapi sii pelakui

kejahatani tidaki bisai menangkapi secarai langsungi dii wilayahi negarai tempati sii

pelakui kejahatani itui berada,i makai negara-negarai tersebuti dapati menempuhi

carai yangi legali untuki dapati mengadilii dani menghukumi sii pelakui kejahatani

tersebut.i Negara-negarai yangi memilikii yurisdiksii itui dapati memintai kepadai

negarai tempati sii pelakui kejahatani itui berada,i supayai menangkapi dani

menyerahkani orangi tersebut.i Sedangkani negarai tempati sii pelakui kejahatani

berada,i setelahi menerimai permintaani untuki menyerahkani itui dapati

menyerahkani sii pelakui tesebuti kepadai negarai ataui salahi satui darii negarai yangi

mengajukani permintaani penyerahan.i Carai ataui proseduri semacami inii telahi

diakuii dalami hukumi nasionali dani hukumi internasionali yangi dikenali dengani

namai Ekstradisi.

Ditinjaui darii asali katanya,i istilahi ekstradisii (extradition,i l’extradition)i

berasali darii bahasai latini :”extradere”.i Exi berartii keluar,i sedangkani traderei

berartii menyerahkan.i Katai bendanyai adalahi extraditioi artinyai penyerahan.i Darii
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uraiani diatasi dapati diperolehi suatui rumusani yangi didalamnyai menggambarkani

pengertiani dani ruangi lingkupi ekstradisi,i tegasnyai yangi dimaksudi dengani

ekstradisii adalahi:

”Penyerahani yangi dilakukani secarai formali baiki berdasarkani perjanjiani

ekstradisii yangi diadakani sebelumnyai ataui berdasarkani prinsipi timbal-i

balik,i atasi seseorangi yangi dituduhi melakukani tindaki pidanai kejahatani

(tersangka,i tertuduh,i terdakwa)i ataui atasi seseorangi yangi telahi dijatuhii

hukumani atasi kejahatani yangi dilakukannyai (terhukum,i terpidana),i olehi

negarai tempatnyai melarikani dirii ataui beradai ataui tersembunyii kepadai

negarai yangi memilikii yurisdiksii untuki mengadilii ataui menghukumnya,i
atasi permintaani darii negarai tersebuti dengani tujuani untuki mengadilii

ataui melaksanakani hukumannya.83

Secarai umumi ekstradisii dapati diartikani suatui prosesi penyerahani

tersangkani ataui terpidanai karenai telahi melakukani suatui kejahatani yangi

dilakukani secarai formali olehi suatui negarai kepadai negarai laini yangi berwenangi

memeriksai dani mengadilii pelakui kejahatani tersebut.84

Artinyai ialahi penyerahani (ekstradisi)i menunjukkani suatui prosesi dimanai

suatui negarai menyerahkani atasi permintaani negarai lainnya,i seorangi dituduhi

karenai kriminali yangi dilakukannyai terhadapi undang-undangi negarai pemohoni

yangi berwenangi untuki mengadilii pelakui kejahatani tersebut.i Biasanyai kejahatani

yangi berwenangi untuki mengadilii penjahati tersebuti yangi dilakukannyai dalami

wilayahi yangi diserahkan.

2. Asas-Asasi Ekstradisi

Padai saati ini,i asas-asasi ekstradisii yangi telahi diakuii secarai umumi adalahi

sebagaii berikut:

a. Asasi Kejahatani Gandai (Doublei Criminalityi Principle)

83
i Ii Wayani Parthiana,i Hukumi Pidanai Internasionali dani Ekstradisi,i Opi Cit,i hlm148

84
i M.i Budiarto,i Masalahi Ekstradisii dani Jaminani Perlindungani Hak-Haki Azasii Manusia,i

Ghaliai Indonesia,i Jakarta,i 1980,i hlmi 13
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b. Asasi Kekhususani (Principlei ofi Speciality).

c. Asasi Tidaki Menyerahkani Wargai Negarai (Non-Extraditioni ofi

Nationals).

d. Asasi Tidaki Menyerahkani Pelakui Kejahatani Politiki (Non-Extraditioni

ofi Politicali Criminal).

e. Asasi ne/noni bisi idem.

f. Asasi Daluwarsa.

1. Asasi Kejahatani Gandai (Doublei Criminalityi Principle)

Asasi inii mensyaratkani bahwai kejahatani yangi dapati dijadikani alasani

dalami permohonani ekstradisii atasi orangi yangi dimintai adalahi kejahatani yangi

telahi diancami hukumani baiki hukumi pidanai darii negara-pemintai ataupuni

hukumi darii negarai yangi diminta.i Hali inii dapati terjadii dikarenakani suatui

perbuatani ataui peristiwai mungkini merupakani peristiwai pidanai ataui kejahatani

menuruti sistemi hukumi negarai tertentu,i sedangkani menuruti sistemi hukumi

negarai laini tidaki dipandangi sebagaii peristiwai pidana.i Terdapati perbedaani

dalami penilaiani atasi suatui perbuatani ataui peristiwa.i Perbedaani penilaiani itui

jugai membawai akibati perbedaani penilaiani terhadapi sii pelakui perbuatani ataui

peristiwai tersebut.85

Olehi karenai sistemi hukumi tiap-tiapi negarai yangi berbeda,i makai tidaki

diperlukani namai ataupuni unsur-unsuri semuanyai harusi sama.i Apabilai keduai

negarai telahi sama-samai mengklasifikasikani tindakani tersebuti sebagaii kejahatani

ataui tindaki pidana,i hali itui dianggapi sudahi cukup.i Apabilai ternyatai perbuatani

85
i Ii Wayani Parthiana,i Hukumi Pidanai Internasionali dani Ekstradisi,i Opi Cit,i hlmi 3
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itui hanyai merupakani kejahatani menuruti sistemi hukumi salahi satui negarai saja,i

sedangkani menuruti sistemi hukumi negarai lainnyai tidak,i negara-pemintai sudahi

sepatutnyai mengurungkani maksudi untuki mengajukani permintaani penyerahan.i

Ataui jikai permintaani penyerahani sudahi disampaikan,i dani ternyatai negarai yangi

dimintai berkesimpulani bahwai kejahatani itui hanyai merupakani kejahatani ataui

peristiwai pidanai menuruti sistemi hukumi salahi satui pihaki saja,i permintaani

negara-pemintai harusi ditolak.i Asasi inilahi yangi disebuti dengani asasi kejahatani

gandai ataui doublei criminalityi principle.i

Jadii yangi dimaksudi dengani asasi kejahatani gandai adalahi kejahatani yangi

dijadikani sebagaii dasari permintaani penyerahani adalahi merupakani kejahatani

ataui peristiwai pidanai menuruti sistemi hukumi keduai belahi pihak.i Jikai asasi inii

tidaki terpenuhi,i makai penyerahani tidaki dapati dilakukan.i Penolakani itui jugai

berartii bahwai sii pelakui ataui orangi yangi dimintai itui mendapatkani perlindungani

darii negarai yangi diminta.i Hali inii sudahi sepantasnya,i sebabi seseorangi tidaki

bolehi ditindaki ataui dihukumi terhadapi perbuatani yangi tidaki melanggari hukumi

negarai tempatnyai berada.86

2. Asasi Kekhususani (Principlei ofi Speciality).

Asasi inii mewajibkani negara-pemintai untuki hanyai menuntut,i mengadilii

maupuni menghukumi orangi yangi dimintai berdasarkani kejahatani yangi dijadikani

alasani untuki permintaani penyerahani ekstradisinya.i Jadii iai tidaki bolehi diadili,i

dani ataui dihukumi atasi kejahatani lain,i selaini darii padai kejahatani yangi

dijadikani sebagaii alasani untuki memintai ekstradisinya.

86
i Ibid,i hlmi 29
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Olehi karenai itu,i negara-pemintai dalami mengajukani permintaani

penyerahannyai itui haruslahi menegaskan,i atasi kejahatani ataui kejahatan-

kejahatani apai sajakahi orangi yangi dimintai itui dimintakani penyerahannya,i

dengani katai lain,i permintaani penyerahani tersebuti haruslahi secarai tegasi dani

terperincii menyebutkani jenisi ataui macami kejahatani yangi dijadikani sebagaii

dasari alasani untuki memintai penyerahan.i Atasi dasari permintaani penyerahani itui

pulalahi negarai yangi dimintai akani mempertimbangkani apakahi penyerahani akani

dilakukani ataui ditolak.i Apabilai olehi negarai yangi dimintai diputuskani bahwai

orangi yangi dimintai itui akani diserahkan,i negarai yangi dimintai jugai harusi

menegaskani atasi dasari kejahatani ataui kejahatankejahatani apai sajakahi orangi

dimintai itui diserahkan.87

Asasi inii memberikani perlindungani kepadai sii pelakui kejahatani ataui

orangi yangi diminta,i sebabi asasi inii membatasii haki dani wewenangi negara-

pemintai untuki mengadilii dani menghukumnya,i yaitui hanyai terbatasi padai

kejahatani yangi dijadikani alasani penyerahan.i Apabilai negara-pemintai jugai

mengadilii dani menghukumi orangi yangi dimintai itui atasi kejahatani laini selaini

daripadai kejahatani yangi dijadikani dasari tersebut,i makai orangi yangi

bersangkutani ataui negara-dimintai (negarai yangi menyerahkani orangi tersebut)i

dapati mengajukani protesi dani memintai kembalii orangi tersebut.88

Meskipuni padai dasarnyai asasi kekhususani (principlei ofi speciality)i inii

membatasii haki dani wewenangi negara-pemintai untuki mengadilii dani

menghukumi orangi yangi bersangkutan,i tetapii dalami beberapai hali asasi inii dapati

87
i Ibid,i hlmi 42

88
i Ibid,i hlmi 43
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dikesampingkan.i Artinya,i negara-pemintai bolehi mengadilii dani menghukumi

orangi yangi dimintai itui atasi kejahatani laini selaini daripadai kejahatani yangi

dijadikani dasari penyerahannyai olehi negarai yangi diminta.i Asasi kekhususani inii

dapati dikesampingkan,i dalami hal-hali sebagaii berikut:89

a. Apabilai negara-dimintai menyatakani persetujuannyai atasi maksudi

negarapemintai untuki mengadilii dani menghukumi sii pelakui kejahatani

itui atasi kejahatani laini selaini daripadai kejahatani yangi dijadikani dasari

penyerahannyai olehi negarai yangi diminta.

b. Apabilai orangi ataui sii pelakui kejahatani itui sendirii menyatakani

persetujuannyai untuki diadilii dani dihukumi atasi kejahatani laini selaini

daripadai kejahatani yangi dijadikani sebagaii dasari penyerahannyai olehi

negarai yangi diminta.

c. Negara-pemintai jugai dapati mengadilii dani menghukumi orangi yangi

dimintai ataui sii pelakui kejahatani atasi kejahatani laini selaini daripadai

kejahatani yangi dijadikani dasari penyerahannyai apabilai setelahi diai

diberii kesempatani dalami suatui jangkai waktui tertentui untuki

meninggalkani wilayahi negara-peminta,i tetapii diai tidaki menggunakani

kesempatani tersebut.

Asasi kekhususani (principlei ofi speciality)i barui dapati berfungsii apabilai

orangi yangi dimintai telahi diekstradisii olehi negarai yangi dimintai kepadai negara-

peminta.i Hali inii berarti,i Permintaani negara-pemintai untuki mengekstradisii

orangi yangi dimintai tersebuti dikabulkani olehi negarai yangi diminta.

89
i Ibid,i hlmi 45-48
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3. Asasi Tidaki Menyerahkani Wargai Negarai (Non-Extraditioni ofi Nationals).

Asasi inii padai dasarnyai memberikani kekuasaani padai negara-negarai

untuki tidaki menyerahkani wargai negaranyai sendirii yangi melakukani kejahatani

didalami wilayahi negarai lain.i Apabilai orangi yangi dimintai olehi negara-pemintai

ternyatai merupakani wargai negarai darii negarai yangi diminta,i makai negarai yangi

dimintai berhaki menolaki permintaani ekstradisii darii negara-pemintai tersebut.i

Hali inii dilandasii olehi pemikiran,i bahwai negarai wajibi untuki melindungii setiapi

wargai negaranyai dani wargai negarai jugai memilikii haki untuki mendapatkani

perlindungani darii negarai asalnya.i Namuni penolakani tersebuti tidaki berartii

menghapusi kesalahani wargai negarai tersebut.i Wargai negarai tersebuti wajibi

untuki diadilii dani dihukumi olehi negarai yangi dimintai berdasarkani hukumi

nasionalnya.

Asasi inii pentingi untuki dicantumkani dalami perjanjian-perjanjiani ataupuni

peraturan-peraturani perundang-undangani tentangi ekstradisi.i Hali inii disebabkani

karenai kewarganegaraani seseorangi memilikii peranani pentingi yaknii mengenaii

status,i jatii dirii dani identitasi personali orangi yangi bersangkutan.i Hali inii jugai

berartii bahwai hukumi yangi berlakui atasi orangi tersebuti adalahi hukumi dimanai

dirinyai terdaftari sebagaii wargai negara.i Tetapii jikai wargai negarai darii negara-

dimintai melakukani kejahatani dii wilayahi negarai laini ataui diluari wilayahi

negaranya,i kemudiani negarai yangi merasai memilikii yurisdiksii untuki mengadilii

atasi kejahatannyai tersebuti memintai penyerahani makai negarai yangi dimintai

diwajibkani untuki mempertimbangkani apakahi wargai negaranyai tersebuti

diserahkani ataui tidak.
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4. Asasi Tidaki Menyerahkani Pelakui Kejahatani Politiki (Non-Extraditioni ofi

Politicali Criminal).

Apabilai negara-dimintai berpendapati bahwai kejahatani yangi dijadikani

sebagaii alasani untuki permintaani ekstradisii olehi negara-pemintai adalahi

tergolongi sebagaii kejahatani politik,i makai negara-dimintai harusi menolaki

permintaani tersebut.i Hali inii dikarenakani kejahatani politiki bersifati subjektifi

sertai definisii kejahatani politiki yangi berlakui secarai umumi bagii hukumi

internasionali jugai tidaki ada.i Suatui kejahatani digolongkani sebagaii kejahatani

politiki ataui tidaki memangi merupakani sebuahi masalahi poltiki yangi didasarkani

kepadai pertimbangan-pertimbangani politiki yangi tentui sajai sangati subjektif.

Olehi karenai sukarnyai menentukani kriteriai objektifi tentangi kejahatani

politiki makai dalami perkembangani darii lembagai ekstradisii ini,i negara-negarai

baiki perjanjiani maupuni dalami peraturani perundang-undangani mengenaii

ekstradisinya,i menggunakani sistemi negatifi yaitui dengani menyatakani secarai

tegasi bahwai kejahatan-kejahatani tertentui secarai tegasi dinyatakani sebagaii

bukani merupakani kejahatani politik,i ataui dinyatakani sebagaii kejahatani yangi

dapati dijadikani alasani untuki memintai maupuni mengekstradisikani orangi yangi

dimintai (extraditablei crime).

Padai hali ini,i negarai yangi dimintai memilikii peranani dalami penentuani

apakahi kejahatani yangi dijadikani sebagaii dasari permintaani penyerahani orangi

yangi dimintai olehi negara-pemintai tergolongi sebagaii kejahatani politiki ataui

tidak.i Jikai sebagaii kejahatani politik,i makai negarai yangi dimintai harusi menolaki
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permintaani negarapemintai bahwai orangi yangi dimintai tidaki akani

diekstradisikani olehi negarai yangi dimintai kepadai negara-peminta.

Walaupuni tidaki sependapati dengani negara-diminta,i negara-pemintai

tetapi harusi menghormatii keputusani darii negarai yangi diminta.i Hali inii sesuaii

dengani prinsipi kesamaani derajati negara-negarai dani prinsipi salingi menghormatii

kedaulatani masingmasingi negara.i Bagaimanapuni juga,i keputusani negara-

dimintai adalahi sebuahi keputusani darii negarai yangi berdaulati yangi tentunyai

harusi dihormatii olehi negarapemintai yangi merupakani sesamai negarai berdaulat.90

5. Asasi ne/noni bisi idem.

Menuruti asasi ini,i jikai kejahatani yangi dijadikani alasani untuki permintaani

ekstradisii atasi orangi yangi diminta,i ternyatai telahi diadilii dan/ataui telahi dijatuhii

hukumani yangi telahi memilikii kekuatani hukumi yangi mengikat,i makai negarai

yangi dimintai diharuskani menolaki permintaani darii negara-pemintai tersebut.

Apabilai orangi yangi dimintai telahi mendapati keputusani akhiri (finali

judgement)i atasi kejahatani yangi dimintakani penyerahani olehi badani yangi

berwenangi darii negarai yangi diminta,i makai permintaani penyerahani tersebuti

harusi ditolak.i Hendaknya,i finali judgementi ditafsirkani sebagaii keputusani

pengadilani yangi telahi mempunyaii kekuatani mengikati yangi pasti.i Adanyai

kekuatani mengikati yangi pastii inii perlui ditekankani karenai dengani demikiani

keputusani inii telahi diterimai olehi orangi yangi bersangkutan.

Dalami hukumi pidana,i asasi inii dikenali padai intinyai menyatakani bahwai

seseorangi tidaki bolehi diadilii dan/ataui dihukumi lebihi darii satui kalii atasi suatui

90
i Ii Wayani Parthiana,i Ekstradisii dalami Hukumi internasionali Modern,i Yramai Widya,i

Bandung,i 2009,i hlmi 138.
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kejahatani yangi dilakukannya.i Larangani untuki mengadilii dan/ataui menghukumi

seseorangi atasi suatui jenisi kejahatani lebihi darii satui kalii inilahi yangi dikenali

sebagaii asasi ne/noni bisi ini idem.i Apabilai adai negarai yangi mengadilii dan/ataui

menghukumi seseorangi atasi suatui kejahatani lebihi darii satui kali,i makai tindakani

itui dianggapi sebagaii pelanggarani atasi asasi ne/noni bisi ini idem.

Maksudi dani tujuani yangi terkandungi dalami asasi inii adalahi memberikani

jaminani kepastiani hukumi bagii orangi yangi pernahi dijatuhii putusani pengadilani

yangi telahi memilikii kekuatani mengikati yangi pasti,i baiki putusani itui merupakani

putusani pembebasani ataupuni pelepasani darii tuntutani pidanai maupuni putusani

yangi berupai penghukumani atasi dirinya.

Asasi ne/noni bisi ini idemi inii secarai umumi telahi dianuti dalami hukumi

ataupuni peraturani perundang-undangani pidanai negara-negarai dii dunia.i Asasi inii

diakuii sebagaii bagiani darii haki asasii manusia,i sebagaimanai dapati dijumpaii

dalami instrument-instrumeni hukumi nasionali maupuni internasionali mengenaii

haki asasii manusia.i Olehi karenai asasi inii telahi diakuii sebagaii haki asasii

maanusia,i makai dapati dikatakani bahwai asasi inii berlakui secarai universal.

Sebagaii haki asasii manusiai dani asasi yangi berlakui secarai universal,i asasi

inii jugai diakuii dalami ekstradisi.i Hali inii dapati dilihati dengani tercantumnyai

asasi inii dalami perjanjian-perjanjiani dani peraturani perundang-undangani

nasionali tentangi ekstradisi,i namuni dengani formulasii yangi tidaki samai persisi

tetapii jiwai dani semangatnyai tetaplahi sama.
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6. Asasi Daluwarsa.

Asasi inii dikenali jugai dengani asasi lewati waktui (lapsei ofi time).i Asasi inii

menyatakani bahwai seseorangi tidaki dapati diserahkani olehi negarai yangi dimintai

kepadai negara-pemintai dikarenakani haki untuki menuntuti ataui haki untuki

melaksanakani putusani pidanai telahi daluwarsai ataui lewati waktui menuruti

hukumi darii salahi satui maupuni hukumi darii keduai belahi pihak.

Daluwarsai ataui lewati waktui (lapsei ofi time)i telahi dikenali dalami hampiri

semuai sistemi hukumi negara-negarai dii dunia.i Daluwarsai memilikii maknai

sebagaii pengakuani atasi suatui faktai dimanai faktai tersebuti diakuii sebagaii suatui

yangi sahi (legal)i setelahi terlampauii suatui jangkai waktui tertentu,i meskipuni padai

mulanyai faktai tersebuti tidaki sahi (illegal).i Bahwai suatui faktai (dimanai dapati

berupai bendai ataupuni peristiwai hukum)i yangi sebenarnnyai tidaki sahi tetapii

sudahi sedemikiani lamai terjadinyai dani dibiarkani sajai demikiani tanpai

diselesaikani berdasarkani hukumi yangi berlakui sehinggai masyarakati dianggapi

sudahi melupakannya,i makai faktai itui yangi semulai tidaki sahi berubahi menjadii

sah.i Tentui sajai semakini lamai jangkai waktui terjadinyai faktai tersebuti dani

masyarakati jugai sudahi melupakannya,i makai semakini kuatlahi keabsahannya.

Tujuani darii diakuii daluwarsai inii adalahi demii memberikani jaminani

kepastiani hukumi bagii semuai pihak.i Bahwai suatui faktai yangi sudahi demikiani

lamanyai terjadii dani tidaki pernahi dipersoalkani selamai jangkai waktui

tersebut,dipandangi sebagaii suatui hali yangi sudahi lewati dani olehi karenai itui

tidaki bisai diungkit-ungkiti lagi.i Semuai pihak,i senangi ataui tidaki senang,i setujui

ataui tidaki setujui haruslahi secarai ikhlasi menerimanya.i Mengenaii berapai lamai
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jangkai waktui tersebut,i hali inii berbeda-bedai ataui tidaki selalui samai

pengaturannyai dii dalami sistemi hukumi nasionali negara-negarai dii duniai ini.91

C. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Terorismei berdasarkani Pasali 6i Undang-Undangi No.15i Tahuni 2003i

tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai Terorismei adalahi :92

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang
secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,
atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek
vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas
internasional”

Berdasarkan berbagai pendapat dan pandangan tentang pengertian

terorisme di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kekerasan yang

terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir

sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian tentang terorisme di

atas segala bentuk tindakan terorisme tidak bisa dibenarkan karena ciri utamanya,

ialah;

a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk

menciptakan ketakutan publik.

b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok

masyarakat tertentu.

c. Memerintah anggotanya dengan cara teror juga.

91
i Ibid,i hlmi 147

92 Pasali 6i Undang-Undangi No.15i Tahuni 2003i tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai

Terorisme
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d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan

dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Menuruti Majelisi Ulamai Indonesia,i terorismei adalahi tindakani kejahatani

terhadapi kemanusiaani dani peradabani yangi menimbulkani ancamani seriusi

terhadapi keadulatani negara,i bahayai terhadapi keamanan,i perdamaiani duniai sertai

merugikani kesejahteraani masyarakat.i Terorismei adalahi salahi satui bentuki

kejahatani yangi diorganisasii dengani baiki (well-organized),i bersifati transnasionali

dani digolongkani sebagaii kejahatani luari biasai (extrai ordinaryi crime)i yangi tidaki

membeda-bedakani sasarani (indiscriminative)93.i

Dengani demikiani terorismei adalahi kejahatani (crime)i yangi mengancami

kedaulatani negarai (againsti state/nation),i melawani kemanusiaani (againsti

humanity)i i dilakukani dengani berbagaii bentuki tindakani kekerasan.i Randi

Corporation,i sebuahi lembagai penelitiani dani pengembangani swastai terkemukai

dii AS,i melaluii sejumlahi penelitiani dani pengkajiannya,i menyimpulkani bahwai

setipai tindakani kaumi terorisi adalahi tindakani kriminal.i Definisii laini

menyatakani bahwai (1)i terorismei bukani bagiani darii tindakani perang,i sehinggai

seyogyanyai tetapi dianggapi sebagaii tindakani kriminal,i termasuki jugai i situasii

diberlakukannyai hukumi perang;i (2)i sasarani sipili merupakani sasarani utamai

terorisme,i dani dengani demikiani penyerangani terhadapi sasarani militeri tidaki

dapati dikategorikani sebagaii tindakani terorisme;i (3)i meskipuni seringkalii

93 Ma’rufi Amin.i Meluruskani Maknai Jihadi Mencegahi Terorisme.i Timi Penanggulangani

Terorismei MUI,i Jakarta,i 2007,i hlmi 26
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dilakukani untuki menyampaikani tuntutani politik,i aksii terorismei tidaki dapati

disebuti sebagaii aksii politik94

2. Sejarahi Terorisme

Terorismei pertamai kalii dipopulerkani saati revolusii Perancis.i Padai waktui

itu,i terorismei memilikii maknai positif.i Sistemi ataui rezimi dei lai terreuri padai

tahuni 1793-1794i diartikani sebagaii carai memulihkani tatanani saati periodei

kekacauani dani pergolakani anarkhisi setelahi peristiwai pemberontakani rakyati

padai tahuni 1789.i jadii rezimi terori ketikai itui adalahi instrumeni pemerintahani

darii negarai revolusioner.i Rezimi itui dirancangi untuki mengkonsolidasii

kekuasaani pemerintahani barui dengani carai mengintimidasii gerakani kontrai

revolusioner,i subversifi dani semuai pembangkangi laini yangi olehi rezimi tersebuti

dianggapi sebagaii “musuh”i rakyati .

Aksii terori jugai dilakukani Zealoti (hidupi padai 66-73i M),i sebuahi

organisasii partaii politiki yangi beroposisii dengani pemerintahani Herodesi yangi

menentangi penjajahi Roma.i Merekai menuntuti kemurniani religiusi dani

menentangi segalai tindakani asusilai dani tindakani yangi bersifati antii Yahudi.i

Merekai menggunakani pisaui kecili yangi disebuti sicai yangi disembunyikani dii

baliki jaket.i Dengani senjatai sicai tersebut,i aksii Zealoti seringi disebuti Sicarii.i

Aksii sicarrii dilakukani dengani carai bercampuri orang-orangi dipasar.i Jikai

merekai melihati suatui pelanggarani merekai langsungi mengambili pisaui dani

menikami sii pelanggar.i Metodei yangi merekai gunakani adalahi prakteki

pembunuhani teroganisiri dii zamani kuno.i Tindakani inii bersifati acaki dani

94 Ibid,i hlmi i 27-28
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menimbulkani ketakutani masyarakat.i Motivasii kelompoki Zealoti adalahi agamai

dani didukungi olehi kitabi suci.i

Jadii terori sebagaii sebuahi aksii yangi sistematisi dikenali sejaki Revolusii

Perancisi (1789-1794).i Padai masai itu,i munculi apai yangi dikenali dengani Frenchi

Revolution’si terrorismi ataui regimei dei lai terreuri pimpinani Maximilieni

Robespierre.i Regimei dei lai terreuri digunakani sebagaii instrumeni untuki

mendirikani Revolusionaryi Statei yaitui membentuki sebuahi masyarakati barui

yangi lebihi baik.i Selaini mempunyaii kaitani erati dengani revolusi,i Maximilieni

Robespierre,i sangi pemimpini gerakan,i mengaitkani terori dengani kebaikani

(virtue)i dani demokrasii (democracy).i Robespierrei menyebutkani :i virtue,i withouti

whichi terrori isi evil;i terror,i withouti whichi virtuei isi helpless.i …i terrori isi

nothingi buti justice,i prompt,i severei andi inflexible;i itsi thereforei ani emanationi

ofi virtue.i

Terdapati duai karakteristiki utamai darii Frenchi Revolution’si terrorism.i

Pertama,i regimei dei lai terreuri tidaki dilakukani dengani acaki randomi dani tidaki

jugai indiskriminasii (neitheri randomi nori indiscriminate),i tetapii dilakukani

secarai terorganisiri (organized),i terarahi dani berhati-hatii (deliberate),i sertai

sistematisi (systematic).i Karakteristiki inii yangi membedakani regimei dei lai terreuri

dengani aksii terrori yangi digambarkani saati ini.i Kedua,i tujuani Frenchi

Revolution’si terrorismi (regimei dei lai terreur)i adalahi untuki membentuki sebuahi

masyarakati barui yangi lebihi baiki (ai newi andi batteri society).

Pertengahani abadi ke-19,i dii Eropa,i revolusii Perancisi mengilhamii

munculnyai sentimentili antii monarkii (antii penguasa).i Padai abadi ini,i munculi
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aksii erai terorismei barui dii manai terorismei dikonotasikani dengani gerakani antii

pemerintahan.i Aksi-aksii terori digunakani sebagaii taktiki untuki menggulingkani

orang-orangi berkuasa.i Carloi Pisacane,i seorangi extrimi Republikai Italia,i

melakukani gerakani revolusioneri yangi disandarkani padai teorii “thei propagandai

byi deed”.

Hinggai menjelangi perangi duniai I,i terorismei berkonotasii revolusioner.i

Bersamaani dengani perangi duniai IIi dani semangati pergerakani kemerdekaan,i

penggunaani istilahi terorismei digunakani dalami perspektifi berbeda.i Pertama,i

terorisi dikonotasikani dengani gerakani revolusioner.i Padai saati itui terorismei

dipakaii untuki menyebuti revolusii dengani kekerasani olehi kelompoki nasionalisi

antii kolonialisi dii Asia,i Afrikai dani Timuri Tengahi selamai kuruni 1940i dani 1950-

an.i Kedua,i mengacui padai pemberontakani yangi dilakukani kaumi nasionalis/anti-

kolonialis.i Konotasii keduai memicui ketidaksenangani parai pejuangi kemerdekaani

(negarai duniai ketiga)i dengani stigmai teroris.i merekai dengani tegasi menolaki

stigmai terorisi yangi melekati padai mereka.i Bagii merekai (pejuangi kemerdekaan)i

berjuangi untuki kemerdekaani dani kebebasani demii tanahi airi darii penjajahani

bukani terorismei tetapii freedomi fighters.i

Selamai akhiri 1960i dani 1970-an,i terorismei masihi terusi dipandangi dalami

konteksi revolusioner.i Namuni cakupannyai diperluasi hinggai meliputii kelompoki

separatisi etnisi dani organisasii ideologisi radikal.i Padai tahuni 1980-ani terorismei

dianggapi i sebagaii saranai untuki mendestabilisasii barati i yangi dituduhi sebagaii

sponsori utamai kospirasii global.i Dengani pemaknaani terorismei sepertii inilahi

makai padai saati itui negarai Barat,i terutamai Amerika,i gencari mengkampanyekani
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antiterorismei kei seluruhi penjurui dunia,i sampaii kei Indonesia.i Setiapi negarai

dimintai segerai membuati aturani perundang-undangani perihali pemberantasani

terorismei ini.i Akhirnyai Indonesiapuni mengaturi tentangi pemberantasani

terorismei tersebut.

Secarai yuridis,i sebelumi mengenali istilahi terorisme,i Indonesiai telahi

mengenali dani mengaturi tindaki pidanai subversi.i Pengaturani pemberantasani

kegiatani subversii dii Indonesiai dituangkani dalami bentuki Penetapani Presideni

(Penpres)i Nomori 11i tahuni 1963i berubahi Undang-undangi Nomori 11/pnps/1963i

yangi bertujuani i melindungii dani mengamankani sistemi politiki i waktui itui yaitui

politiki Nasakom95.

Padai awali tahuni 1990,i munculi istilahi narcoi terrorismi dani istilahi grayi

areai phenomenon.i Istilahi Pertamai munculi bersamaani dengani gerakani

sekelompoki orangi dengani motivasii ekonomii yangi bergeluti dalami peragangani

obati terlarang.i Narcoi terrorismi munculi akibati pertemuani antarai penjualani obati

terlarangi dengani penjualani senjata.i Sedangkani istilahi grayi areai phenomenoni

digunakani padai gerakani yangi mengancami stabilitasi nasionali olehi orangi ataui

kelompoki bukani negara.

Tahuni 1998,i petai politiki nasionali kembalii berubah.i Banyaki tuntutani

untuki meninjaui ulangi perundan-undangani yangi menghambati nilai-nilaii

demokrasi.i Undang-undangi Nomori 11/Pnps/1963i dicabuti dengani

dikeluarkannyai Undang-undangi Nomori 26i tahuni 1999i tentangi pencabutani i

95 Tjiptoi Soeroso.i Diktati Kuliahi Hukumi Pidanai Khususi (Hukumi Pidanai Politik),i 1990,i hlmi

3-4
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Undang-undangi Nomori 11/Pnps/1963i tentangi Pemberantasani Kegiatani

Subversi.

Peristiwai WTCi yangi dahsyati padai tahuni 2001,i membuati isui terorismei

menjadii agendai internasionali yangi pentingi untuki segerai ditangani.i Sebelumi itui

i terorismei yangi terjadii dii Indonesiai diantaranyai :i Peledakani digedungi Atriumi

Seneni tanggali 1i Desemberi 1998,i Peledakani dii Plazai Hayami Wuruki tanggali 15i

Aprili 1999,i Peledakani dii Masjidi Istiqlali 1999,i Peledakani dii Gerejai (GKPI)i

Medani tanggali 28i Meii 2000,i Peledakani dii Gerejai Katoliki Medani tanggali 18i

Meii 2000,i Peledakani dii Rumahi Dubesi Filipinai tanggali 1i Agustusi 2000,i

Peledakani dii Gedungi Atriumi Seneni (tanggali 1i Agustusi 2001i dani tanggali 23i

Aprili 2001),i Peledakani dii beberapai Gerejai dii Malami Natali (2000i dani 2001),i

kemudiani tahuni berikutnyai aksii terorismei yangi terjadii yaitui Peledakani dii Kuta-

Balii tanggali 12i Oktoberi 2002,i Peledakani dii Menado,i Novemberi 2002,i

Peledakani dii Mci Donaldi Makasari tanggali 5i Desemberi 2002,i Peledakani dii

Hoteli JWi Marrioti Jakarta,i tanggali 5i Agustusi 2003,i Peledakani dii depani

Kedubesi Australiai dii Jakartai tanggali 9i Septemberi 2004,i Peledakani Bomi Balii

IIi tanggali 1i Oktoberi 2005.

D. Kronologis Kasus Hambali.

Hambalii memilikii banyaki namai dii antaranyai i Riduani Isomuddin,i

Encepi Nurjaman,i Mizi,i Azman,i Alejandroi Davidsoni Gonzalez,i Hendrawan,i

Kahar,i Muzabkar,i Halimi Osmann,i Samsuri,i dani Danieli Suarezi Naveira.i

Hambalii lahiri dii Cianjur,i 4i Aprili 1964.i Hambalii lulusi darii Sekolahi Islami
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Allanahi dii Cianjur.i Padai tahuni 1985,i iai pindahi kei Malaysiai untuki bekerjai

dani menikahi dengani perempuani setempat.

Masuknyai Hambalii kei panggungi ekstrimismei bermulai ketikai direkruti

dii masjidi dii Malaysiai olehi Abdullahi Sungkar.i Iai menghadirii sesii belajari

Islami dani ceramahi dengani Abdullahi Sungkari dani organisasinyai selamai

kurangi lebihi enami bulan.i Hambalii menyebuti istilahi "dicucii otak"i untuki

menggambarkani pelajarani yangi iai terimai dani itui meyakinkani diai untuki

menjadii teroris.i Padai akhiri masai belajarnya,i pemimpini kelompoki

memilihnyai untuki berlatihi dii Afghanistan.

Padai akhiri 1986,i Hambalii melakukani perjalanani kei Peshawar,i

Pakistan.i Darii sana,i iai melakukani perjalanani kei Campi Sadai dii Afghanistani

untuki mengikutii pelatihan.i Hambalii dii Afghanistani dani Pakistani selamai

kurangi lebihi satui setengahi tahun,i untuki mengikutii pelatihani dani bertempuri

dani kembalii kei Malaysiai padai tahuni 1988.

Setelahi kembalii darii Afghanistan,i Hambalii melakukani perjalanani kei

seluruhi Asiai Tenggarai dani mempromosikani ekstremisme.i Sepanjangi tahuni

1990,i iai mengembangkani hubungannyai antarai Jemaahi Islamiyahi ataui JIi dani

kelompoki Islami lainnya.i Padai pertengahani tahuni 1991,i Hambalii melakukani

perjalanani darii Malaysiai kei Filipinai untuki melakukani dakwah.i Selamai

perjalanannya,i iai mengunjungii campi Abui Bakari Fronti Pembebasani Islami

Moroi ataui MILF.i Padai pertengahani tahuni 1997,i iai dikirimi olehi pimpinani

Jemaahi Islamiyahi untuki bertemui dengani Rohingyani Solidaritasi Organizationi

ataui RSOi dii Bangladeshi untuki membahasi kegiatani RSO.
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Padai akhiri tahuni 1997,i Hambalii i kembalii melakukani perjalanani kei

Filipinai untuki bertemui dengani anggotai MILF,i untuki meninjaui kampi Abui

Bakar.i Tahuni berikutnya,i pelatihani Jemaahi Islamiyahi dimulaii dii sana.i Awali

1998i Hambalii ditunjuki sebagaii pemimpini kelompoki daerahi Jemaahi

Islamiyah,i yangi mencakupi Malaysiai dani Singapura.i Padai pertengahani 1998,i

Hambalii melakukani perjalanani lagii kei Thailandi untuki bertemui dengani

seseorangi yangi terkaiti dengani Jamaati Salafi.i Tujuani kunjungani inii adalahi

untuki memperkenalkani Jemaahi Islamiyahi dengani organisasii tersebut.

Padai awali 1999,i Hambalii melakukani perjalanani kei Kandahar,i

Afganistan,i dani bertemui dengani Khalidi Syaikhi Muhammad,i untuki

membahasi hubungani antarai Jemaahi Islamiyahi dani al-Qaeda,i sertai

pembentukani pelatihani bagii anggotai Jemaahi Islamiyahi dii Afghanistan.i

Pertengahani tahuni 1999,i Hambalii bertemui lagii dengani kepemimpinani

Jamaati Salafi,i kalii inii untuki membahasi kegiatani militani dii Thailand.i Padai i

Septemberi 1999,i iai pergii kei Ambon,i Indonesia,i untuki mengumpulkani

informasii untuki kepemimpinani Jemaahi Islamiyahi mengenaii konfliki Islam-

Kristeni dii Ambon.i Padai awali tahuni 2000,i iai kembalii kei Kandahar.

Hambalii mengunjungii anggotai Jemaahi Islamiyahi darii grupi

regionalnyai yangi melakukani pelatihani dii sanai dani jugai bertemui dengani Abui

Hafsi al-Masrii aliasi Muhammadi Ati.i Padai Desemberi 2000,i iai berwisatai

bersamai tahanani Faizi Bafanai kei Manila.i Merekai bertemui dengani pelaksanai

operasii Jemaahi Islamiyah,i Fathuri Rahmani al-Ghozi,i mengenaii rencanai

penyerangan.
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Setelahi pembomani malami natali 2000i dii Indonesia,i Hambalii menjadii

buronani dani melarikani dirii kei Malaysiai dengani istrinya.i Iai tibai dii Kandahari

melaluii Karachi,i Pakistan.i Selamai Agustusi 2001,i Hambalii dani Yazidi Sufaati

pergii kei Karachii selamai duai sampaii tigai minggui untuki membelii peralatani

laboratoriumi dani untuki mengunjungii saudaranya.

Merekai kembalii kei Kandahari setelahi serangani 11i Septemberi 2001.i

Padai bulani Novemberi 2001,i tahanani dani istrinyai meninggalkani Kandahari

menujui Karachi,i Pakistan.i Merekai tinggali dii wismai Abui Ahmadi al-Kuwaitii

selamai duai minggu.i Hambalii diyakinii satu-satunyai orangi non-Arabi yangi

duduki dii dewani militeri al-Qaedai dani secarai luasi dianggapi memilikii andili

dalami merencanakani serangani Septemberi 2001i kei Amrikai Serikat.

Padai Desemberi 2001,i Hambalii i dani istrinyai berangkati Karachii

menujui Thailand,i melaluii Srii Lanka.i i Dii Thailand,i Hambalii bertemui dengani

anggotai Jamaahi Salafi.i Iai kemudiani melanjutkani perjalanani kei Malaysia,i

tinggali selamai satui ataui duai minggu,i dani kemudiani menujui Indonesiai untuki

mendapatkani dokumeni baru.i Padai Januarii 2002,i iai telahi bergabungi kembalii

dengani istrinyai dii Thailand.

Padai Septemberi 2002,i Hambalii melakukani perjalanani kei Kambojai

selamai empati sampaii limai bulani untuki mendapatkani dokumeni palsu.i Padai

Februarii ataui Mareti 2003,i kembalii kei Thailandi darii Kamboja.i Hambalii

ditangkapi padai 14i Agustusi 2003i dii Thailand,i melaluii operasii gabungani

Amerikai Serikat-Thailand.i Setelahi tertangkapi dii Thailand,i Hambalii dikirimi

kei Guantanamoi padai 4i Septemberi 2006i dani masihi dii sanai hinggai saati ini.



64

Menuruti Amerika,i Hambalii merupakani tahanani beresikoi tinggii dani

bernilaii tinggii karenai memilikii kedekatani dengani anggotai seniori al-Qaeda,i

memfasilitasii operasinya,i dani dinilaii bertanggungi jawabi atasi beberapai

pembomani dii Asiai Tenggara,i termasuki bomi Balii 12i Oktoberi 2002i yangi

menewaskani lebihi darii 200i orang.i Iai bertindaki sebagaii perencanai

operasionali dalami beberapai serangani teroris.i Iai memfasilitasinyai dengani

uang,i personel,i dani perlengkapani untuki al-Qaedai dani operasii Jemaahi

Islamiyah.

Pada tahun 2017 Hambali di dakwa oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS)

dengan tuduhan terorisme. Berdasarkan berkas dakwaan Kejaksaan militer AS,

hambali didakwa sebagai dalang Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang,

termasuk 7 warga Amerika Serikat dan pemboman Hotel Marriott di Jakarta pada

2003 yang menewaskan 11 orang. Berkas dakwaan itu menyebutkan nama-nama

semua korban, termasuk 7 warga Amerika Serikat.96

96https://sketsanews.com/as-berencana-adili-hambali-dengan-dakwaan-terorisme/ diakses tanggal
11 Oktober 2018
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Yuridiksi Amerika Serikat Dalam Mengadili Pelaku

Terorisme Hambali.

Pada saat ini, semua jenis kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang

sebagai yurisdiksi satu negara, tetapi sering  diklaim termasuk yurisdiksi lebih

dari satu atau dua negara. Sehingga masalah ini tidak jarang menimbulkan konflik

yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan Internasional antar negara yang

berkepentingan di dalam kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas

teritorial. Salah satu jenis kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial adalah

kejahatan terorisme, karena memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara.97

Kasus Hambali merupakan salah satu contoh kasus kejahatan tertentu yang

bersifat lintas batas teritorial karena kejahatan yang dilakukan oleh Hambali

melibatkan lebih dari dua negara, yaitu Negara Amerika Serikat, Indonesia,

Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand karena aksi terornya yang mengancam

negara-negara tersebut.98

Hambali diduga kuat mempunyai peran penting sebagai pendukung

finansial dalam peristiwa-peristiwa terorisme seperti di Indonesia, yaitu Bom Bali

1 tahun 2000, Bom kedubes Filipina tahun 2000, Bom Bali 2 tahun 2002. Selain

itu Hambali juga diduga kuat menjembatani kerjasama antara kelompok Jemaah

97 Yulia Fitriani, Op Cit, hlm 209
98 Yulia Fitriani, Ibid, hlm 209
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Islamiyah dengan Al-Qaeda yang dituduh Amerika Serikat sebagai pelaku

serangan 11 September 2001.99

Berdasarkan kasus Hambali di atas, dapat terlihat bahwa Hambali sebagai

salah satu pelaku tindakan terorisme melakukan aksinya dalam beberapa teritorial

negara yang berbeda. Tiap-tiap negara yang menjadi korban dari Hambali dan

kelompoknya pada dasarnya memiliki yurisdiksi untuk mengadili, tetapi semua ini

kembali kepada negara apakah ingin mengadili, mengektradisi, memberi akses

negara lain untuk menangkap pelaku ataupun tidak melakukan tindakan apapun.

Hambali di tangkap di Thailand 12 agustus 2003 di apartemen kota

Ayuthaya, Thailand oleh otoritas keamanan Thailand. Atas permintaan Amerika

Serikat kemudian Thailand memberikan hak untuk mengadili kepada Amerika

Serikat dan dipindahkan ke Kamp Tahanan Guantanamo milik Amerika Serikat di

Kuba100. Artinya oleh pemerintah Thailand Hambali di ekstradisi ke Amerika

Serikat.

Masa sebelum tahun 1980-an, dunia nyaris hampir tenggelam dalam

peperangan dengan menggunakan persenjataan yang canggih (sophisticated

weapons) terutama adu senjata oleh kedua belah pihak raksasa dunia di bidang

persenjataan antara Amerika Serikat dan Soviet, yang kedua Negara itu disebut

“the Super Power”. Sejak berakhirnya era perang dingin atau post-cold war dunia

99 https://newsmedia.co.id/merasa-berkepentingan-as-kembali-adili-hambali-terduga-teroris-asal-
indonesia/diakses tanggal 11 Oktober 2018
100 https://newsmedia.co.id/merasa-berkepentingan-as-kembali-adili-hambali-terduga-teroris-asal-
indonesia/diakses tanggal 11 Oktober 2018
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tidak lagi berperang melawan senjata, terutama setelah runtuhnya The Super

Power from The East, Soviet, dunia berperang melawan kesulitan ekonomi.101

Prosedur penegakan hukum terhadap kejahatan Internasional dalam

mencegah dan memberantas tindak pidana Internasional adalah ekstradisi.

Ekstradisii adalahi penyerahani yangi dilakukani secarai formali baiki berdasarkani

perjanjiani ekstradisii yangi sudahi adai sebelumnyai ataupuni berdasarkani atasi

hubungani baiki secarai timbali balik,i atasi seseorangi yangi didugai telahi

melakukani kejahatani ataui tindaki pidanai (tersangka,i tertuduhi ataui terdakwa)i

ataui atasi seorangi yangi telahi dijatuhii hukumani yangi telahi mempunyaii kekuatani

mengikati yangi pastii atasi kejahatani yangi dilakukannyai (terhukum,i terpidana)i

olehi negarai tempatnyai beradai kepadai negarai yangi memilikii yurisdiksii untuki

mengadilii ataui menghukumnya,i atasi permintaani darii yangi memilikii yurisdiksii

kepadai negarai tempati orangi yangi bersangkutani berada,i dengani maksudi dani

tujuani untuki mengadilinyai ataupuni melaksanakani hukumani ataui sisai

hukumannya.102

Pasali 1i Undang-Undangi Nomori 1i tahuni 1979i tentangi Ekstradisii

mengatakan bahwa:103

Ekstadisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang
meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena
melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan
di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut
karena berwenang untuk mengadili dan memindananya.

101Syafrinaldi. Hukum Internasional Antara Harapan dan Kenyataan. Uir Press, Pekanbaru, Riau.
2006, hlm 66.
102 Ii Wayani Parthiana,i Opi Cit,i hlmi 38
103 Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
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Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi juga

mengatakan bahwa:104

Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal belum ada
perjanjian, ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika
kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang di atas, dapat dipahami

bahwa alasan diadilinya Hambali oleh Amerika Serikat karena terdapat perjanjian

ekstradisi antara Thailand dan Amerika Serikat tahun 2002.  Dengan di

ekstradisinya Hambali ke Amerika Serikat, berarti Amerika Serikat memiliki

kewenangan dalam mengadili Hambali menurut hukum yang berlaku di

negaranya.

Karena Hambali sudah diekstradisi ke Amerika Serikat, jika Pemerintah

Indonesia juga menganggap memiliki kewenangan dalam mengadili Hambali,

dimana Hambali memiliki kewaranegaan Indonesia dan juga melakukan tindakan

terorisme di Indonesia, maka permintaan ekstradisi harus di ajukan pemerintah

Indonesia ke Amerika Serikat.

Perjanjian ekstradisi mengandungi asas-asasi yangi lazimi dianuti dalami

hukumi Internasionali yaitu:105

a. Kriminalitasi gandai (doublei criminality).i Menuruti asasi ini,i suatui perbuatani

yangi dilakukani olehi orangi yangi dimintai haruslahi merupakani kejahatani

ataui tindaki pidana,i baiki menuruti hukumi pidanai negara-pemintai maupuni

hukumi pidanai negara-diminta.

104 Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
105 Ii Wayani Parthiana,i Ibid,i i hlmi 105
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b. Menolaki mengekstradisikani pelakui kejahatani politik.i Ekstradisii harusi

ditolaki jikai pihaki yangi dimintai menentukani bahwai kejahatani yangi

dimintakani ekstradisii tersebuti merupakani suatui kejahatani politiki ataui suatui

kejahatani yangi didasarkani padai motivasii politik

c. Dapati menolaki mengekstradisikani pelakui kejahatani berdasarkani hukumi

militeri yangi bukani merupakani kejahatani hukumi pidanai umum.

d. Menolaki mengekstradisikani wargai negaranyai sendiri.

e. Nei bisi ini idem,i bahwai ekstradisii dapati ditolaki jikai orangi yangi dicarii

dinyatakani bebasi ataui telahi dihukumi dii Negarai ketigai untuki kejahatani

yangi samai yangi dimintakani ekstradisi.i Jikai telahi dihukum,i hukumani

tersebuti telahi dijalanii secarai penuhi ataui tidaki dapati dilaksanakani lagi.

f. Kekhususan.i Asasi kekhususani adalahi asasi yangi menyatakani bahwai

seorangi yangi diekstradisikani tidaki akani ditahan,i dituntut,i ataui dipidanai

untuki kejahatani apapuni yangi dilakukani sebelumi yangi bersangkutani

diekstradisikan,i selaini darii kejahatani yangi dimintakani ekstradisi.

g. Kadaluwarsai ataui lampaui waktu.i Ekstradisii harusi ditolaki jikai penuntutani

ataui penghukumani terhadapi kejahatani yangi dimintakani ekstradisii

dinyatakani kedaluarsai berdasarkani ketentuan-ketentuani hukumi yangi

berlakui padai pihaki yangi diminta,i dalami hali kejahatani tersebuti telahi

dilakukani dii wilayahi pihaki yangi diminta

h. Yurisdiksi.i Ekstradisii dapati ditolaki jikai kejahatani yangi dimintakani

ekstradisi,i menuruti hukumi Pihaki yangi dimintai telahi dilakukani baiki secarai

keseluruhani ataupuni sebagian,i dii wilayahi hukumnya.
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Dari berbagai azas yang mewarnai peraturan ekstradisi, dapat dilihat

bahwa ekstradisi merupakan tindakan yang harus diambil dengan penuh

pertimbangan dan jaminan demi tercapainya tujuan ekstradisi itu sendiri yaitu

yakni memberantas kejahatan secara kerja sama untuk mewujudkan masyarakat

internasional yang aman, tertib, dan adil. Disamping itu azas-azas ini telah

mendapat pengakuan dari negara-negara didunia dalam usaha untuk menjamin

agar hak-hak azasi manusia tidak dilanggar dalam pelaksanaannya.

Sedangkan mekanisme atau prosedur ekstradisi narapidana terorisme

berdasarkan hukum Internasional lazimnya adalah sebagai berikut:106

1. Pra Ekstradisi. Sebelum diajukan permintaan ekstradisi biasanya langkah

awal dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku

kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaannya baru diajukan

permintaan penangkapan dan penahanan sementara (provisional arrest).

Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada

umumnya dilakukan kerjasama melalui Interpol tetapi ada juga negara, sesuai

dengan ketentuan hukum di negaranya mengharuskan penyampaian

permintaan penangkapan dan penahanan melalui saluran diplomatik. Setelah

orang yang dicari dapat ditangkap dan ditahan baru Negara Peminta

mengajukan permintaan ekstradisi.

2. Proses Ekstradisi. Setelah negara diminta menerima permintaan ekstradisi

dari negara peminta, negara Diminta memproses permintaan ekstradisi

tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku

106 I Wayan Parthiana, Ibid, hlm 106
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di negara diminta. Hasil akhir dari proses ekstradisi tersebut adalah untuk

menentukan apakah permintaan ekstradisi dari Negara Peminta dikabulkan/

ditolak.  Dilihat dari proses ekstradisi di beberapa negara, yang berwenang

memutuskan permintaan dikabulkan atau ditolak ada badan yudikatif

(Hakim/Pengadilan) dan ada juga badan eksekutif (Raja/Presiden/Menteri).

Di Indonesia yang memutuskan seseorang dapat diekstradisikan atau tidak

adalah badan eksekutif yaitu : Presiden. Penetapan Pengadilan hanyalah sala

satu pertimbangan bagi Presiden.

3. Pelaksanaan Ekstradisi. Setelah diputuskan bahwa permintaan ekstradisi

dikabulkan, dengan demikian berarti keputusan tersebut harus dilaksanakan

atau dieksekusi. Untuk kelancaran pelaksanaan ekstradisi atau penyerahani

pelakui kejahatani darii pihaki negarai dimintai kepadai negarai pemintai perlu

pengaturan mengenai tempat, tanggal dan waktunya dilaksanakan

penyerahan, siapa pejabat yang menyerahkan dan menerima serta saksi,

pengamanan dan administrasi pelaksanaan. Setiap pejabat atau petugas yang

terlibat dalam pelaksanaan tersebut harus dikonfirmasikan terlebih dahulu

mengenai kesiapan dan kesediaannya.

Padai masai sekarangi ini,i didalami pelaksanaannyai negara-negarai dalami

melakukani penyerahani penjahati pelariani tidaki harusi tergantungi kepadai adanyai

perjanjiani antarai negara-negarai tersebut.i Bisai sajai antarai keduai negarai tersebuti

tidaki mempunyaii perjanjiani ekstradisi,i namuni merekai menyerahkani penjahat-

penjahati pelariani untuki diadili,i meskipuni bukti-buktii untuki menguatkani

dugaani tentangi kejahatani belumi dapati ditunjukkan.i Hali inii umumnyai terjadii
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diantarai negara-negarai yangi mempunyaii hubungani yangi baik.i Dengani

demikiani tidaklahi berartii bahwai adanyai perjanjiani merupakani persyaratani yangi

mutlaki dalami melaksanakani penyerahani penjahati tersebut.

Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum ini

sangat berkepentingan untuk mendapatkan kembali orang tersebut untuk diadili

atau dihukum atas kejahatan yang telah dilakukannya itu. Biasanya negara yang

memiliki yurisdiksi untuk menghukum ini lebih dari satu. Untuk mendapatkan

kembali orang yang bersangkutan, negara atau negara-negara tersebut mengajukan

permintaan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi. Negara ini

disebut negara peminta (the resqusthing state).107

Negara tempat pelaku kejahatan berada atau bersembunyi diminta oleh

negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili supaya menyerahkan orang

yang berada dalam wilayahnya itu (tersangka, terhukum) yang dengan singkat

disebut negara diminta (the resquithing State).108

Berdasarkan ketentuan Internasional di atas, diketahui bahwa kewenangan

Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme Hambali adalah karena

dituduh sebagai pelaku serangan 11 September 2001 ke Amerika Serikat yang

menyebabkan ribuan orang meninggal, sehingga Amerika Serikat mempunyai

kepentingan untuk mengadili Hambali dan mempunyai perjanjian ekstradisi

dengan negara Thailand.

Berdasarkan uraian di atas, latar belakang diekstradisinya Hambali ke

Amerika Serikat adalah adanya perjanjian antara Thailand dengan Amerika

107 repository.usu.ac.id/bitstream/handle/ChapterII.pdf, dikases tanggal 11 Oktober 2018
108 Ibid,
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Serikat tahun 1922, selain itu merupakan kewenangan Thailand untuk

menentukan ke negara manakah dapat melakukan ekstradisi. Perjanjian ekstradisi

tersebut menjadi alasan yuridis bagi Amerika Serikat untuk meminta Hambali

diekstradisi dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukuman

dinegaranya. Dengan demikian, kemudahan Amerika Serikat meminta penyerahan

Hambali kepada negara Thailand karena adanya perjanjian ekstradisi antara kedua

negara tersebut.

B. Hambatan dan Solusi/Upaya Hukum Pemerintah Indonesia Dalam

Mengadili Pelaku Terorisme Hambali.

Ditangkapnya Hambali di Thailand dan di ekstradisi ke Amerika Serikat,

maka Pemerintah Indonesia harus mengajukan permintaan ekstradisi Hambali

kepada Amerika Serikat, karena permintaan ekstradisi harus ditujukan kepada

negara di mana seseorang tersangka berada, terlepas dari proses bagaimana orang

yang bersangkutan sampai di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat.

Jikai melihati kondisii obyektif,i tidaki mudahi bagii Pemerintahi Amerikai

Serikati untuki mengekstradisii Hambalii kei Indonesia,i karenai Pemerintahi

Indonesiai dani Amerikai Serikati tidaki terikati perjanjiani ekstradisi.i Meskii dalami

Pasali 1i Ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1979i tentangi Ekstradisi,i

perjanjiani ekstradisii dikecualikani atasi dasari asasi hubungani timbali baliki

(resiprositas),i tapi,i dalami konteksi hubungani Internasionali khususnyai hubungani

bilateral,i suatui negarai tidaki dapati memaksakani negarai laini untuki tunduki dani
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patuhi kepadai hukumi negarai lain109.i Pemerintahi Indonesiai jugai tidaki dapati

begitui sajai memberii "saran"i agari prosesi peradilani Hambalii dii Amerikai Serikati

dilakukani secarai transparani karenai dapati dianggapi mencampurii (intervensi)i

mekanismei peradilani pidanai dii Amerikai Serikat.

Dalami kasusi Hambalii dimungkinkani setiapi negarai untuki menerapkani

yurisdiksinyai tanpai memperhatikani apakahi negarai tersebuti adai kaitannyai

dengani kejahatan,i pelaku,i ataui korban.i Namuni apabilai Indonesiai sebagaii

memilikii teritoriali memangi berkehendaki (willing)i dani mampui (able)i untuki

mengadili,i negarai laini padai umumnyai menangguhkannya.i Masalahi munculi

karenai tidaki hanyai negarai Indonesiai sajai yangi mempunyaii yurisdiksii yangi

samai terhadapi kasusi Hambali,i Amerikai Serikati jugai mempunyainya.

Namuni faktanya,i kasusi Hambalii dimonopolii olehi Amerikai Serikati

menunjukkani bahwai tidaki hanyai terdapati isui hukumi dalami kasusi inii tetapii

jugai isui politik.i Pemerintahi dani negarai Indonesiai berkewajibani untuki

melindungii wargai negaranyai termasuki yangi beradai dii luari negeri.i Hali inii jugai

merupakani amanati UUDi 1945.i Jikai Hambali,i yangi merupakani wargai negarai

Indonesia,i dituduhi sebagaii jaringani teroris,i Pemerintahi harusi segerai memintai

klarifikasii dani aksesi kepadai Amerikai Serikati tentangi penangkapani dani

penahanani tersebut,i agari pemerintahi mempunyaii aksesi untuki membelai

warganyai dii luari negeri.i Tindakani inii adalahi bentuki tanggungi jawabi

pemerintahi dani negarai terhadapi konstitusii yangi mengamanatkani perlindungani

bagii setiapi wargai negara.

109 Pasali 1i Ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1979i tentangi Ekstradisi
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Selain itu, agar Indonesia dapat memiliki yurisdiksi untuk mengadili

Hambali maka Indonesia diharapkan memaksimalkan kemampuan diplomasinya

terhadap negara lain. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mempunyai perjanjian

ekstradisi dengan Amerika Serikat.

Dengan demikian walaupun Indonesia belum memiliki perjanjian

ekstradisi dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia dapat menggunakan cara lain

yang telah disebutkan diatas. Berhasil atau tidaknya pemerintah Indonesia

mengekstradisi Hambali sangat tergantung dari  kemampuan diplomasinya

terhadap negara Amerika Serikat. Indonesia harus mampu menyakinkan Amerika

Serikat dengan merumuskan dan membuat tuduhan-tuduhan terhadap Hambali,

termasuk pasal-pasal yang dilanggar menurut sistem hukum Indonesia,

selanjutnya disampaikan ke Amerika Serikat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan,

selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kewenangan yuridiksi Amerika Serikat dalam mengadili pelaku terorisme

Hambali karena adanya perjanjian antara Thailand dengan Amerika Serikat

tahun 1922. Perjanjian ekstradisi tersebut menjadi alasan yuridis bagi

Amerika Serikat untuk meminta Hambali diekstradisi dengan tujuan untuk

mengadili atau melaksanakan hukuman dinegaranya. Dengan demikian,

kemudahan Amerika Serikat meminta penyerahan Hambali kepada negara

Thailand karena adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara tersebut.

2. Hambatan Pemerintah Indonesia dalam mengadili pelaku terorisme Hambali

karena Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak terikat perjanjian

ekstradisi. Solusi atau upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam mengadili

pelaku terorisme Hambali dapat dilakukan cara melakukan perjanjian kerja

sama hukum dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal

matters), handing over, deportasi, dan interpol sehingga Indonesia dapat

memiliki yurisdiksi untuk mengadili Hambali dan memaksimalkan

kemampuan diplomasinya terhadap negara Amerika Serikat. Hal ini

dikarenakan Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan

Amerika Serikat.
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B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang

ada, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum, diharapkan kepada pemerintah Indonesia

untuk melakukan perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara.

2. Karena Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak terikat perjanjian

ekstradisi, maka sebaiknya permintaan ekstradisi Hambali dapat diajukan

melalui jalur diplomatik.
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